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PERATURAN BUPATI CIREBOX
NOMOR - 34 TAHLN 2006

TENTAMNG

PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 66 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
RABUPATEN CIREBON NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN
REPENDUDURAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA,
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BUPATI CIREBON

bahwa dengan berlakumva Peraturan Daersh Kebupaten Circben Nomor D8
Tahun 2006 tentang Perubalan Ates Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 11 Tahun 2004 wmang Penvelenpparaan Kependudukan, Catatan
Sipil dan Keluarga Berencana, perlu dibuat petumjuk Pelaksanaan Peraturan
Dagrah dimaksud.

bahwa Petunjuk Pelaksanaan Perateran Daerah Kabupaten Cirebon Momaor
06 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrab Kabupaten
Cirebon Nomor |1 Tahun 2004 temiang Penyelengparzan Kependoduokan,
Catatan Sipnl dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu ditetapkan dengan Feraturan Bupani,

Undang-Undang Tabun 1950 Momor T4 tentang Pembentukan Daerab
daernh  Kabupaten dalam Lingkungan Propins: Dyawa Barat { Bersta Negara
Fanggal B Agustus 1950},

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang
Kewarganegaraan Republik  Indonesia  (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 16475

Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor | Tahun 1974 emang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3015);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomaor 8 Tahun 1981 temang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Nepara Repubhik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momaor 3209);

Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang
koeimigrasian {Lembaran Negara Republik Indonesia Takiun 19492 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474,
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang
Fembangunan Kependudukan dan  Pembangunan  Keluarga  Sejahiera
{L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Momor 35, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 34730,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Takun 2004 tentang
Fembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4389

Undang-Undang Repubhik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 1eniang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 4438,

Peraturan Pemenniah Republik Indoncsia Nomor 32 Tahen 1954 tentang
Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Momor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S64).

Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Repubhk Indomesia Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tabun 1975
Momor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NMomor 30507);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor § Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidapa (Lembaran Negara Repubhk Indoncsia Tahun
1983 Nomaor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258):

Peraturan Pemerinah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1998 tentang
Penverahan Sebagan Urusan Pemenntaban di Bidang Penvelenggaraan
Pendaftaran  Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia tahun 1998 Nomaor 45, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 3742,

Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomoer 58 Tabhun 2005 sentang
Pengelolaan  Kewangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4378},

keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 temang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,

Feraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Circhon
Tahun 2001 Nomor 3 Sen E2);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik
Pegawai Negen: Siptl (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001
MNomor 4 Seri E.3:



Memperhatkan

Menetapkan

1% Perpturan Dacrah Kaobupaten Circhon Nomor 07 Tahun 2005 temang
Pembentukan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
{Lembaran Dacrah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 20 Sen D5

1% Peraturan Daerah Kabupaten Circbon Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Oreanisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga
Berencana (Lembaran Dacrah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 438
Sen D29y

20 Pergturan Dacrah Kabupaten Cirebon Nomor 08 Tahun 2005 tentang Teknik
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Circbon
Tahun 2003 Nomor 36 Seri D.22)

Peraturan Mentert Dalam Negen Nomor 28 Tahen 2003 tentang Pedoman
Penvelanggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah

MEMUTUSKAN @

. PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK  PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR |1 TAHUN 2004
TENTANG PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA.

BAR |
RKETESNTUAN UMUM
Paz=al |

Dialam Peraturan m yang dimaksud dengan

-
¥
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Daerah adalah kabupaten Cirebon,
Pemernmiah Daerah adalah Pemerintah Kabopaten Crrebon,
Bupati adatah Bupati Cirebon,

Dinas adalah Dhnas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
Fabupaien Cirebon;

Kepala Dinas adalah Kepala Dings Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga
Rerencana Kabupaten Cirebon,

P:n}':l_tng,garaan Pendaftaran  Penduduk adalah Kemaman yang meliput
pendaftaran penduduk berupa pembuatan KTP dan pencatatan penduduk
mengenal pembuatan akta - akta pencatatan pendoduk;

KTF berasuransi adalah Wajih KTP vang diasuransikan kepada Pihak
Perusahaan Asuransi vang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang — undangan:

Nunu_;r Induk Kependudukan vang selanjuinva disingkat NIk adalah Namor
Identitas vang diberikan kepada setiap penduduk di Wilayah Kabupaten
Cirehan:

Nomor Induk Kependudukan Sementara vang selanjutnva disingkat NIKS

adalah Nomor [dentitas vang diberikan kepada setiap penduduk sementara di
Wilavah Kabupaten Cirebon

10 Kore Keluarpa vang  selanmutnva disimgkat KK adalah Kartu  dentitas

keluarga vang memual tentang susunan, hubungan dan jumiah anggota
keluarga;
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Penduduk adalah semua penduduk baik Warga MNegara Indonesia (WNI)
maupun Warga Negars Asing (WNA) vang berada dr Kabupaten Cirebon,

Tim Tekmis Kependudukan adalah Pegawar Negeri Sipil haik vang mendudula
jabatan strukiural maupun pelaksana pada Dinas dan Pegawai Mon PNS yang
secard hukum bekena pada Dinas vang berdasarkan tugas dan fungsinya
melaksanakan kegiaan penyvelenggaraan kependudukan;

. Tim Pembina Kependudukan adelah Pejabat Megara, Pejabat Pemenntah dan

Pegawai Negeri Sipil wvang tugas dan fimgsinya mempunyai andil dalam
pengendalian penyvelangearaan kependudukan;

. U'amat adalah Camat dalam wilavah Kabupaten Cirebon:
. Pengeloln Kecamatan adalah Pegawai MNegeri Sipil baik yang menduduki

jabatan  strukteral mawpun  staf  vang mempunyai  tugas  dan fungsi
penvelengearaan kependudukan;

Fuwu adalab Kuwu dalam Wilayeh Kabupaten Cirebon,
Lurah adalah Lurah dalam Wilayah Kabupaten Cirehon;

Fengelola Desa/Kelurahan adslah peranpgkat desa'perangkat kelurahan yvang
mempunyval tegas pokok dan fungst dalam penyelenggaraan kependudukan:

. Catatan Sipl adalah penulisan‘catatan peristiwa penting tenentu mebiputi

kelahiran, Kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak
serta pengangkatan anak vang dibuat oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil
dan Keluarga Berencana Catatan tersebut dibuat dalam bentok akta yang
diyjamin keabsahannva dan mempunyai nilai sena kekuatan hukum yang kuet;

. Akta Catatan Sipil adalah data owentik yang berisi catatan lengkap seseorang

mengenal  Kelahiran, perkawinan, perceratan, kematian, pengakuan dan
pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubshan nama vang diterbitkan
dan simpan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
sehagal dokumen negara;

Buku Induk Penduduk vang selanjuinva disebut BIP adalah Buku vang
digunakan untuk mencatat keberadaan dan status vang dimiliki oleh seseorang
vang dibuat untuk senap keluarza dan diperbaharii senap terjadinva penstiwa
penting dan penstiwa kependudukan bagi Warza Negara Indonesia Tinggal
Tetap dun Orang Asing Tingeal Tetap;

Penistiwa penting adalah kejadian vang dialami oleh sescorang meliputi
Kelahiran, Lahir Mat, Kematian, Perkawinan., Penganghatan  Amak,

Pengakuan dan  Pengesahan  Anak, Perubshan Nama, Perubahan
Kewarganegarann dan Penistiwa Penting lainnya.

Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukem dan seorang bapak terhadap
anaknva ving lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah
SCPRSANG ST ST

. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak vang lahir

difuar ikatan perkawinan vang sah, menjadi anak sah sepasang suami s,

Orrang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing vang timggal dalam jangka
waktu terbatas di wilavah Megara Republik Indonesia dan telah mendapat Lon
Fenggal Tetap dan instans yang berwenang:

Chrang Asing Tinggal Tetap adalah Crrang Asing  vang herada dalam wilayah
Republik Indonesia dan telah mendapat Iain Tinggal Tetap dan instansi yang
herwenang,

Buku Hanan Penstiwa Penting dan Penstiwa Kependudukan vang selanjutnya
dischut BHPPK adalah buku vang dipakar uniuk mencatal kematan hanan di
Desa  Kelurahan, Kecamatn dan Kabupaten berkaitan dengan pelayanan
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terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa  kependudukan atau
pengurusan dokumen penduduk;

28 Buku Mugasi Penduduk vang sclanjutnva disebut BMP adalah buku vang

digunakan untuk mencatat perubaban penistiwa penting dan  peristiwa
kependudukan vang menvangkut jumlah dan status anggota keluarga sesual
dengan nomor urmit KK di Desa / Kelurahan bag Warga Negara Indonesin
Tingeal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap,

Buku Induk Penduduk Sementara vang selanjutnya disebut BIPS adalah boku
vang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status vang dimuliks oleh
seseorang vang dibuat untuk setiap keluarga yang diperbahann setiap terjadi
peristiwa penting don penstiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia
Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbaas,

Buku Mutasi Penduduk Sementars yang selamjutnva disebut BMPS adalah
buku yvang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan
peristiwa kependudukan vang menvangku jumlah dan status anggota keluarga
sesuai dengan nomor wrut keluarga di Desa ¢+ Kelurahan bagi Warga Negara
Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas:

Riodatz Penduduk adalah keterangan vang bensi elemen data tentang jati din,
informasi daszar. dan riwevat perkembangan dan perubahan keadaan yvang
dialami oleh penduduk sejak saal kelahiran:

 Memor Induk Kependudukan vang selamuinya disebm MIK adalah Nomor

ldentitas  Penduduk yang bersifat unik / khas, woggal dan melekat pada
seseorang vang terdaltar schagai penduduk Indonesia;

3, Akta Kelahiran Umum adalah akia kelahiran vang diterbntkan bagn mercka

vang kelahiranmya dicatat trdak lebib dari 60 {enam puluh) bari kena, terhitung
sejak harinanggal kelabiran anok;

- Akta Kelahiran Terlambat Pencatatan (Istmewa) adalah akia yang diterbitkan

bagi mercka vang terlambat pencatatannya karena melebihi jangka waktu 60
{enam puluh} han kerpa terhnung sejak tanggal kelahirannya;

Akt Kelahiran Dispensas (Masal) adalah akia vang diterbitkan bagi mereka
vang lahir sebelum tanggal 1 Januan 1986;

Akia Perkawinan adalah akia vang dicatal dan diterbsthan oleh Dinas
kependudukan, Catatan Sipi]l dan Keluarga Berencana diperuntukkan bag
mereka yang beragama non lslam dengan terlebih dahulu dilaksanakan
perkawinan secara agama vang dianutnva;

Akta Perkawanan [sumewa adalah akta perkawinan yang diterbitkan hag
mereka vang terlambat mencatatkan perkawinannya melebibe jangka waktu 30
itiga puluh) han kena sejak tangeal pengesaban  perkawinan  menurut
ACATTIANYA,

Akta Percerzian adalah akta vang dicatat dan diterbitkan oleh [inas
Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana wang diperuntukkan
bam mercka vang beragama Non islam dengan ferlebih dahulu melahw
penetapan pengadilan Negen,;

39 Akta Percerman istimewa adalah akia perceraian vang diterbitkan bagi mereka

vang terfambat mencatatkan perceraiannya melebihi jangka wakiu 30 {tiga
puluh) han kerma sejak tangeal keputusan Pengadilan Megeri vang telah
mempunyar kekuatan hukum vang retap,

Akta Pengakuan dan Pengesnhan Anak adalah akta vang dicatat dan

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan. Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
bags mereka vang dilahirkan dan perkawinan orang fus vang sah namun pada
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saat dilahrkan, perkawinan kedua orang wanya belum dicatat pada Dinas
Kependudukan, Catatan Sipi| dan Keluarga Berencana;

Akta Kematian adalah akia vang diterbitkan bagi mercka vang kematiannva
dicatat oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipi] dan Keluarga Berencana |

2. Akta Pengangkatan Anak adalah akta yang dicatat dan dierbitkan oleh Dinas

kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana bagi mereka vang
mengangkal anak vang bukan berstatus anak kandung baik yang berasal dan
sebiah panti ataupun lainma,

Akta Perubahan Nama adalah aka  vang  diterhitkan  oleh  Dinas
Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana bagi seseorang yang
telah mempunval akts kelahiran akan tetapt mengajukan perubahan namanva
setelah melalul penctapan Pengadilan Negen:

Kutipan Akta Kedua dan scterusnya adalah kutipan skta pencatatan penduduk
vang kedun dan seterusmya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan |
Catatan Sipl dan keluarga Berencana karena kutipan akta vang ash (pertama)
hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dar
pihak vang berwajib:

Subman Ak adalah salinan lengkap 15 akts pencatatan pendoduk vang
diterbitkan oleh Dhnas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
atas permintaan pemohon.

Keluarga Berencana adalah upava peningkatan kepedubian dan peran seria
masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran,
pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarpa untuk
mewwudkan keluarga berkualitas;

Keluarga Berkuahtas adalah keluarga vang bertaqwa kepada Tuhan YME,
berwawasan kedepan, mandir, maju, jumlah anak weal, bentangeung jawab:

Puskesmas adalah Pusal Keschatan Masyarakat dalam wilayah Kabupaten
Cirebon;

Fil adalah obat kontraseps: hormonal dengan cara diminum untuk mencegah
kehammlan.

50, Suntikan adalab obat kontrasepsi hormonal dengan cara disuntikan untuk

mencegah kehamilan:

LIPTEY adalah Uit Pelaksana Tekms Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan
Keluarea Berencana dalam setiap kecamatan di wilayvah Kabupaten Cirebon;

FRB / PLKB adalah Penyuluh Keluarga Berencana vang bertanggung jawab
untuk mengembangkan perakan pembangunan keluarga sejahters di tingkat
desa ! kelurahan d Kabupaten Cirebon:

Pembantu Pembing Keluarga Berencana Desa (PPREBLY) adalah Seorang atau
behernpa orang Kader dalam wadah orgamisasi yang sukarela berperan aktif
melaksanakan'mengolah  program Keluarga Berencana Nasional ditinghoa
desa/kelurahan Kabupaten Cirebon:

Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (SPPKBD) adalah seorang
atau beberapa orang Kader dalam wadah orgamisasi yang sukarela berperan
akuif melaksanakan mengolah gerakan Keluarga Berencana Nasional di tinghan
dusunBW Kabupaten Circhon;

Petugas Pos Alat Keluarga Berencana Desa (PPAKBD) adalah Petugas vang
telah dilatih dan dibina oleh apoteker dan Puskesmas, bersedia member
pelayanan komrasepsi pil kepada pesena KB di desa Kabupaten Cirebon;

Pelavanan Klimk KB adalah semua kegiatan pelayanan baik berupa pembenan
atiy pemasangan kontrasepsi maupun tindakan lam vang berkatan dengan
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pelavanan kontrasepsi kepada pasangan usia subur, baik calon maupun peserta
KB,

BAB 11
Bagan Kesaw
LiMUM

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDLUDLUK
DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 2

{1} Pemerintah Kabepaten dalam Penyvelengparsan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil melakukan
a Pencatatan  Biodata umtuk  penerbitan  NIK, pencatatan  penistiwa
kependudukan dan pencatatan penduduk rentan adminisirast kependudukan
vaitu pengungst dan penduduk korban bencana
b Pencatatan peristiwa penting
. Pencrbitan dokumen hasil Pendaftaran Penduduk. meliputi
|, Biodata Penduduk,
2. Kanu Keluarga (KK).
3. Kanu Tanda Penduduk; dan
4. Surat Keterangan Kependudukan
d.Penerbitan dokumen hasil Pencatatan Sipil, meliput
| Akta Kelahiran:
Akta Kematian,
Akta Perkawinan,
Akta Perceraian, dan
Akta Pengakuan Anak.
. Perubahan Akta Catatan Sipil karena terjadinva penstiwa penting. meliputy:
Pengangkatan anak;
Pengesahan anak;
Perubahan Mama;
Perubahan Kewarganegaraan; dan
Peristiwa penting laimnyva

t La L |

5]

tay A el 1S —

{2} Penvelenggaraan Pendafiaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagmimana
dimaksud pada avat (1) dilaksanakan oteh Dinas,

(3) Penvelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil scbagaimani
dimaksud pada ayat (2] dengan menggunakan Sistem Informasi Adminisizasi
Kependudukan (SIAK| don harus dilengkapi Tempat Pelaksanaan Uata
Kependudukan { TPDK ). '

14) Tempat Pelaksanaan Data Kependudukan (TPDK) sebagaimana dimaksod
pada avat (3 ) disediakan pada masing — masing Kecamatan,

Bagan Kedua
Paragraf |

Nomor Induk Kependudukan
Pasal 3

i 11 Senap penduaduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK )
i 2y Nomor Induk Kependudukan (MK} adalah nomor identitas vang dibenkan

kepada setizgp penduduk oleh Pemenmiah Daerah/Dinas setelah biodata
penduduk direkam dalam TPDK kecamatan dan bask dama kependudukan
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daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Admnistrasi Kependudukan
{STAK) pada saat pembuatan Kartu Keluarpa bary dan berlaku seumur hidup
seria tidok boleh diuboh bilamana yang bersanghutan pindah tempat tinggal
¢ domisili) atau meninggal dunia

Penerbitan NIk sebagaimana dimaksud pada gvat (1) dan avat {2) berdasarkan
biodata penduduk yane pencatatannva dilakukan oleh Perangkat Desa dan
Perangkat Kelurahan dengan memenksa status dan kebenaran identitss vang
dimiliki penduduk, mengounakan formulir

a, Biodata penduduk untuk WNI (per keluarga), dengan kode F - 1. 01

b Biodata penduduk untuk Orang Asmg, dengan kode F—1. 02,

¢. Biodata penduduk uniuk perubahan datz / tambahan angeota keluarga WHNL
dengan kode F— |, 03;

d Penvampaian informasi untuk pencatatan bayi dan anak drwakihi eleh orang
tuanya atau keluarganva dan bagi orang yang mengalami hambatan memal
dan fisik tubuh dapat difakukan oleh orang lain dengan membuat serat kuasa
menggunakan formulic kode F - 104,

. Sumat pernyataan perubzhan data kependudukan dilakukan oleh petugas di
Dimas menggunokan formulir dengan kode F - 1 05

Perubahan biodata WHI. Orang Asing Tinggal Terbatas, Orang Asing Tinggal
Tetap vang tenadi i Luar Neger karena terjadinva peristiwa penting. untuk
kembali ke Indonesia dicatat oleh petugas di Dinas berdasarkan laporan paling
lama 30 (tiga puluh ) har kerja sejak kedatangan.

NIK terdin dari 16 (enam belas) digit didasarkan atas vanabel kode wilayah,

tanggal lahir, dan nomor seni penduduk, dengan susunan sebagm berikut -

i 2 {dua) digit kode propinsi tempat tinggal pada saat didaftar, digit ke - 1 dan
ke - 2;

b.2 (dua) dign kode kabupaten tempat tinegal pada saa didaftar, digit ke — 3
dan ke — 4;

¢ 2 cdua) digit kode kecamatan tempat tinggal pada saat didaftar, digit ke — 5
dan ke — #&; '

d.2 {dua) digit angka tamggal lahir, digit ke - 7 dan ke - 8,

.2 (dua) digzit angka bufan Kelahiran, digit ke — 9 dan ke — 10,

I 2 {dua} dugit angka tahun kelahiran, digitke — 1l dan ke 12;

¢ 4 {empat) digit terakhir nomor seri penduduk, digitke - 13, ke — 14, ke - 15,
dan ke - 16,

Khusus bagi wanita, angka innggal kelahiran ditambah 40 (empat pulub

Nomor Induk Kependudukan (NIK) dicantumkan dalam KK, KTP, Akla -
okta Catatan Sipil dan dokumen Kependudukan lainnva, serta digunakan
sehapal tanda pengenal dalam pelayanan publik

Contob Formula formulir Biodata Penduduk WKL don WHA, Biodata
Perubahen  Dats, Penvampaian  Informasi Pencatatan Bayi dan  Sural
Femyataan Perubahan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3} terfampur dalam Lampiran 1, 1, 111, 1V dan ¥V Peraturan ini.
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Baman Ketiga
Paragraf 2

Rartu keluarga (KK)
Pasal 4

(1] Sebap keluarga wanb memihiks Kartu Keluarga (KK )

(2) Pelayanegn permohonan KE sebagamana dimaksud pada avai (11, terdin dan
i Permohonan Kk baru
b Permohonan KK bary bam penduduk vang sudah punva NIK.
¢. Permohonan Numpang kK

{3} Pelayanan Permohonan KK baru scbagaimana dimaksed ayat (2) butir a,
sehagar berikut
a Petugas melakukan verifikasi dan validas: sccara berjenjang mulai dan
ungkat RT/RW, Desa Kelurahan dan Kecamatan atas persyaratan. berupa .
I, KK dan KTP lama,
2. Penduduk menunjukkan foto copy Buku Nikah | Kutipan Akta Kawin,
bagi penduduk vang sudah menikah:
3 Penduduk menunjukkan foto copy Kutipan M-.w kKelahiran, bag
kelwarga vang sudah mempunyvas anak,
4. Penduduk mengisi Data Keluarga dan Biodata setiap Anggota
Keluarga:
5 Khusus bagt penduduk WN! vang baru pindah dan datang dari uar
negent membawa Sural Keterangan Datang dari Luar Negen:
b, Mencatat dalem Buku Hanan Peristiwa Peming Kependudukan (BHPPK ).
¢ Menerbitkan KK sesuai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
{ SIAK) dan menyerahkan kepada pemohon.

(4} Peluvanan Permohonan KK Baru bagi Penduduk vang sudah punya NIK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} butir b adalah bagi penduduk yang sudah
terekam datanva pada TPDK Kecamatan dan Bank Data Kependudukan
Daerah, namun mengajukan KK baru karena | Membentuk Rumah tangga
baru, pindah tempat tinggal, KK hilang atau rusak dan adanya penstiwa
penting kependudukan lainnva, sehagal benkut
a  Pelugas melakukan verifikasi dan validasi secara berenjang mudai dan

tingkat RT'RW ., Desa'Kelurahan dan Kecamatan atas persvaratan, berupa
| Baw penduduk yang membentuk rumah tangga baru, menunjukkan

a Foto copy KK lama yang sudah ada NIK;

b. Foto copv Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah;

¢. Foto copv calon Kepala Keluarga vang sudah ada NIK.
2. Bam penduduk vang pindah tempat tinggal, menunjukkan :

a. Foto copy KK lama yang sudah ada NIK.

b. Surat Keterangan Pindah Datang,

Bagi penduduk vang KK hilang atau rusak, menunjukkan

a Dokumen penduduk dan salah satn anggota keluarea vang ada Nik:

b. Suratl Ketérangan mlang dan kepolisian,

¢ Meneatat dalam BEHPPK.

d.Menerbitkan KK scsua SIAK vang ada d 1empat pelayanan dan

menverahkan kepada pemohon,

(I

(%) Pelavanan Permohonan Numpang KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
butir ¢ adalah bagi penduduk vang sudah direkam datanya di TPDK
Kecamatan dan Bank Dawa  Kependudukan Daerah dan  mengajukan
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permohonan numpang KK, karena KK yang lama dibawa pindah oleh Kepala

keluarga. atau snguota keluarga pindah tempat tinggal, sehagar berikut :

a. Petugas melakokan venfikasi dan salidasi secara herjenjang mulm dar
tngkat RT/RW, Desa Kelurahan dan Kecamatan stas persyaratan, berupa .
| Bag penduduk vang KK [ama dibawa pindah oleh Kepala Keluarga,

menunjukkan kK lama vang sudah ada NIK;
2 Bagi anggota keluarga pindah tempat timggal, menunjukkan

a. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal:

b. Fotoe copy KK lama yvang sudah ada NiK:

Khusus untuk penduduk orang asmg tinggal tetap, selamn persvaratan di

atas melampirkan foto copy dekumen-dokumen keimigrasian seperti

a. Passpor.

h.izin Tinggal Tetap;

¢. Surat Tanda Lapor Dirt (STDL) dan Kepolisian:

d. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

b. Mencatat dajam BHPPK

¢ Menerbritkan KK sesum dengan  Sistem  Informasi  Administrasi

Kependudukan (3IAK) dan menverahkan kepada pemohon.

LT

i) Setipp pemohon vang telah menerima KK wajib melunasi biaya retribusi
penggantian cetak KK sebesar
4 Bag WNI sebesar Rp 7,500 - { Tujuh nbu hma ratus rupiah);
b Bam penduduk orang asing sebesar Rp 25.000.- {(Dua pulubh lima nbu
rupiah |

(7) Bentuk dan vkuran KK adalah persegi panjang dengan ukuran terbuka 297 mm
X 215 mm, ukuran wruup'melipat 1483 mm X 215 mm yang terbagi
menjadi 4 (empat} rangkap dan masing — masing lembar dlperun[uknn
a. Lembar | untuk Kepala Keluarga;

b. Lembar [l uniuk RT,
¢. Lembar 11 untuk Desa/Kelurahan,
i, Lembar IV untuk Kecamatan

(%) a. Lembar | dan keras sehunu HYS 50 Gram dan Lembar 11, 11 dan 1V dari
kertas NCR HV'S a0 Gram,
h. Bahan Baku terdin dan :

I} Bahan Dasar kertas Sekurti.

21 Komposisi Palp  * Diboat dan 100 %5 Chenical Wood

3) Tanda Pengaman | Water mark, Burung Garuda, Kontinyu

4) Gramatur ; 96 + 4 psm

51 Tabel 110 - 120 pm

61 Pemedaran dibawah LIV Tidak memedar (UY dull quality}.

71 Ketahanan sobek. minimum : 705 mn,

8) Kehalusan 150 mil'min
9 Powosisy 450 ml/min

10} Derajat putth 7578 %
11y PH 5.5

¢ Warna dasar biru muda.; gradas
d Komposisi blangko Kartu Keluarga adalah sebaga berikut
a.  Fampak Depan/Cover :
21 Ared Judul
# Pada bagian atas sebelah wpung kin terdapat
“NOMOR SERI BLANGKO™
= [ bawah nomor sen blangko terdapat whsan
"KARTU KELUARGA™.
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2.2 Area Logo/Gambar
= Bagian tengah terdspat logolambang Nepara Kesatuan
Republik Indonesia “Burung Garuda™

b. Tampak Dalam [s1

ol

b.1. Area Judul
» Pada bagian atas terdapat tulisan “KARTU KELUARGA™
v bawah tulisan “Kartu Keluarga™ terdapat “NOMOR
KARTU KELUARGA™
= Dh bawah Nomor Kanu Keluarga terdapal “Nama dan Alamai
kepala Keluarga™
e [ bawah Nama dan Alamar Kepala Keluarga terdapat Elemen
Dzt
o [ bawah Elemen Data terdapai “Tanggal Masa Berlakn' dan
“Penandatanganan™
b.2. Ares Logo'Gambar
* Pada bagian atas sebelah kanan terdapat logo lambang Negam
keesatuan Republik Indonesia “Burung CGarwda™,
» Terdapat gambar Kepulavan Indonesia di datam bola duma

Tampak Belakang Cover
c. 1. Area Logo/Gambar
Bagien Tengah terdapat logo/lambang Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
c.2, Area Pengamanan khusus untuk Lembar Ke |
« Dasar Relief lopo Garuda Poancasila. teks “Republik
Indonesia”™, teks “KARTL KELUARGA™. dibuat melingkar
dan gambar “kepulauan Indonesia™ dibemuk oleh paris-garis
“puilloche line wadth modulation™

Elemen Data
Baris Pertama - Judul Karu Keluarga
Baris Kedua - Nomor Kartu Keluarga
Bars Ketiga - Nama Kepala Keluarga
- Kecamatan.
Baris Keempat - Alamat
- habupaten
Bans Kelima -RT/'RW,
- Kode Pos,
Baris Kesnam - = Kelurahan / Desa
- Provins:,
Bans Ketujuh - Tanggal Masa Berlaku.
- Tangeal Penerbitan.
Baris kedelapan ¢ = kepala Keluares.
- Kepala Dhnas.
Bars kesembilan © = Lembar Ke | Kepala Keloarga,
Bars Kesepulieh - Lembar Ke Il RT.
Bans Kesebelas - Lembar ke Il Kelurahan / Desa.
Baris Kedua belas - Lembar Ke IV Kecamatan
- Nama Kepala Keluarga.
- Nama Kepala Dinas.
Baris Kelgabelas - "Tanda Tangan'Cap Jempol™.
- NIP Kepala Thnas
kolom Keempathelas  © - Nomor Kitas/Kitap,
Kolom Kelimabelas ¢ - Avah

Kolom Keenambelas | -Thu
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Kompasist dan bentuk Blanke Kanu Kelearga sebagaimana dimaksud pada
ayal (2} dengan kode B-1.01 dan formulir permohonan KK dengan kode F-
|06, tercantwm dalam Lampiran 1V dan VIT Peraturan ini

Baman Keempat
Paragraf’ 3

kKarta Tanda Penduoduk (KTP)

4 Umuoim
(1) Sevap penduduk vang telah berusia 17 (tuuh belas) tabun atau swdah
kawin‘pernah kawin waph memiliki KTP dan dapst menmkuti asuranst

(N

(3]

b, Spesifikasi Blangko KTP

KETP.

Pasal 5

Setiap calon mempelm wanita vang 1elah berusia 16 {enam belas) tahun

walib memiliki KTP

Setiap penduduk hanya dibent 1 {satu) KTP dan berlaku selama 3 (lima)
tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.

{4y Dalam hal Pemerintah Kabupaten © Dinas menerima laporan perubahan data
sebagaimans  dimaksud pada avar (3), kepada penduduk  diterbitkan

perubahan KTP

Penduduk WNI vang telab berusia 60 {(enam puluh) tahun diberikan KTP
vang berlaku seumur hidup
KTP seumur hidup sebapmmana dimaksud pada avat (5) harus dilakukan
penggnntian, apabila penduduk yvang bersangkutan pindah tempat tinggal,
Penerbiten KTP WNI vang baru datang dan luar negeri dilakukan setelah
diterbithan Surat Keterangan Datang dari luar negen oleh Dhnas.

Masa berlaku KTP bagy Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan
masa berlaku lzin Tinggal Tetap,

Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada avat (1), avat (2), avat {3}, zvat
(4). ayat (5), mvat (6), avat (71, dan avat (&), ditandatangani oleh Bupati atan

Kepala Dimas,

Bentuk, Ukuran dan Warma kartu Tanda Penduduk (KTP),

Spesifikasi blangho Kartu Tanda penduduk sebagaimana dimaksud meliputi |
1. Bahan dasar kenas Sekunti, dengan spesifikasi teknis

Komposisi pulp
Tanda Pengaman

Crramiemans
T'ebal
Pemendaran dibawah
kKetahanan arik
ketzhanan Sobek
Derajat putih, %%
Smoothness
(bensien)
Porosiny

h

Laminas)

Cibuat dan 25% pulp coton dan 75% pulp kimia
- mengandung visible fibres bitu dan merah.
- tanda @ir (water mark) berbentuk logo Garuda
Pancasila
- filter 1mage dengan pambar loge ‘Garuda
Pancasila’ vang gika dibalik tertubs “KTP
RI'.
1530 = 7 gsm,
16% + [{(Fmicron,
tidak memendar (uv dull qualmy).
10+ 1kg
140 gemicm,
7578,

o 300 mbmn,

0 ml/mn.

S
=

: 230 micron plastk transparan.



2. Desain Cetak Blangko
a. Bentuk dan Ukuran = Dibuat dan 25% pulp cotton dan 75% pulp kimia

Bentuk . Perscgl panjang.
'kuran kertas 54 mm x 36 mm.
Dengan laminasi 62 mm x 94 mm.

b, Warna Dasar

KTP WNI Biru gradas
ETP WA © Kuning emas
3 Dalom KTP dimuat pas foto berwama penduduk vang bersangkutan, dengan

ketentuan

o penduduk vang lahir pada tahun ganjil. latar belakang pas foto berwama
merah; atau

b, penduduk vang lahir pada tahun genap, latar belakang fas foto berwarma
biru;

¢. pas foto berukuran 2 em x 3 cm, dengan ketentuan 70 % tampak wajah
dapat menggunakan jilbab dan tdak boleh menggunakan cadar

4. Bemuk Blangko KT dengan kode B — 1,02 dan formulir permohonan KTP
dengan kode F - 107,  sebagaimana dimaksud pada avat ( 1) tercantum
dalam lampiran VI dan IX Pecaturan ini.

¢. Tata Cara Peperbitan kartu Tanda Pendoduk
(1) 1. Permohonan KTFP Baru
4. Pelayanan permohonan KTP Baru dilakukan olch petugas secara
beenjang  mulai dari tingkat RTEW, Desa = Kelurahan dan
kecamatan dengan malakukan verifikasi dan validasi | alas persyaratan
berupa
I, Foto copy KK ;

KTP lama .

. Foto Copy Akta Nikah / Akta Kawin bagi penduduk vang belum

berumur 17 {tujuh belas)
tahun sudah kawin / pernah kawin |

4. Foto Copy surat kenal lahir | Akta Kelahiran,

3. Fote Copy surat bukti |/ Keterangan peristiwa penting  atan
kependudukan vang dialami bagi pemochon vang mengajukan
Perubahan Data termasuk KTP :

6. Foto Copy dokumen imigrasi { Paspor, STLD, Lan Tinggal Tetap )
bagi Orang Asing Tinggal fetap

b. Mencatat pada BHPPK .

c. Merekam 1sian formubir Brodata Penduduk |

d. Bagi permohon Perubahan Biodata Penduduk, melakukan
pemutakhiran data sesuai permohonan perubahan |

¢ Menerbitkan dan menyerahkan KTP kepada penduduk vang
bersangkutan

[P

2 Pérmohonan perpanjangan K TP

a Pelayanan penertiban perpanjangan KTP bagm WNI dilakukan oleh
petugas secara berjenjang mulai dan tngkat RTREW | Desa
kelurahan dan kecamatan dengan melakukan verifikasi dan validasi |
atas persyaratan berpa
1. KTP lama : dan
2. KK vang dimihki penduduk

b. Mencatat pada BHPFPK |



(4) Besaran klmm vang ditenimakan kepada ahli wans sebagmmana dimaksud
pada pasal (4) avat 3 sebagai benkut
a. Meningeal Dunia akibat kecelokaan
I Umur 17 wshun s/'d 55 tahus, sebesar Rp 2. 000,000 - { dua juta rupah)
2 Umur 56 tahun s/'d 65 tahun, sebesar Rp 1.000 000, - (satu juta rapiah)
b, Meninggal Dunia akibat sakit
|, Umur 17 wabum s/d 55 tahun, sebesar Rp 1 000000 - {satu juta rupiah)
2. Llmur 56 tahun 2'd 635 tahun, sebesar Rp  S00.000,- (hma ratus
ribu rupiah)

(51 Ketentuan mengenal besaran premi dan besaran klaim sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) dan ayat (4) sewaktu-waktu dapat mengalam) perubahan melalui
Addendum.

Bagan Keenam
Pendaftaran Perpindahan Penduduk Dalam Wilayvah Indonesia
Paragraf £

Pendaftaran Pindah datang pendudok WNI Dalam Wilavah Indonesia
Pasal 8

(1) Umum

A, Klasifikasi Pindah Datang Pendudulk Dalam Wilavah Indonesia. meliputi ;
Klasifikas) | dalam satu Desa / Kelurahan;
ko lasifikast 2 ¢ amar Desa  Kelurahan dalam satu Kecamatan;
Klasifikast 3 antar Kecamatan dalam satu Kabupaten , Ko,
Klasifikas: 4 - aniar Kabupaten | Kota dafam satu Provinst;
klasifikasi 3 : antar Provins dalam Wilayah Indonesia

L =T o - i -

B. Jems Kepindahan Penduduk dibedakan sebaga berkut
a  hanya kepala keluarga,
b, kepala keluarga dan seluruh angeota keluarga:
¢ kepala keluarga dan sebagian angga keluarga, atau
o hunye angpota ketuargs,

C. alasan pindah dalam Wilavah Indonesia terdirn atas
pekerjaan.

pendidikan;

keamanan;

kesehatan;

permahsn,

Keluarza; atau

¢ alasan lainnya

AN o

D Pindah Datang benmplikasi terhadap perubahan status nomor KK sebaga
bertkul ;
a. [n Dacrah Asal
|, Jika yang pindah ada nomor “Kepala Reluarga” (Kepala Keluarga
sendirian  atau  dengan  sebagian [ seluruh  anggota), yang
bersangkutan  harus membawa KK (nomor dan nama Kepala
Keluarga tetap), hal tersebut disebabkan oleh karema momor KK
adalah miliknya Kepala Keluargn
2 Anggota keluerga yvang ndak kot pindah
a  pisah KK dan numpang KK (jika & alamat yang sama ada
nomar kK L), dtau
b, pindah KK dan membuat KK baru,



Peluksanaan penerbian ¢ perubahan KK oleh Bupai atau kepoia
Dinas sefelah disahkannya SKPD di daerah azal

b I Daserah Tujuan
| KK vang dibawa pindah oleh Kepala Kelvarga, divhah alamamya di
Daerah tujuan,
2. Bagi anggotn keluarga vang pindah datang
a. numpang Kk atau
b membuar KK bam,

= Pelaksanaan penerbitan / perubahan KK oleh Bupan atan Kepsia
Diinas setclah disahkannya SKPD di Daerah tojuan.

» Sebagnt imphikasi dan adanya pendaftaran pindah datang, maka
alamat dalam KTP perfu diubah dengan penerbitan KTP bam yang
dilakukan setelab disahkannva Sural Keterangan Pindah, Untuk
menghindan KTP ganda, maka KTP lama harus dimusnahkar oleh
petugas seielah K'TP diterbitkan dengan alamat baru

12} Tata Cara Pendaftaran Pindah Datang Pendudak WXI Dalam Wilayah
Indonesia.
a). Klasifikasi | (Dalam satu Desa © Kelurahan)
Berdasarkan loporan penduduk. Desa |/ Kelurahan melakukan pencatatan
sebagatl berikut
a. Verifikasi dan Validas atas persvaratan pindah berupa
1. Surat Pengantar dart RT / RW |/ Duson / Lingkungan:
2. KK danKTP
b Memproses pengisian dan penandatanganan surat Ketemngan Pindah
Datang WHNI (SKPD WHNI) dengan formulir F 108,
¢ SKPD WHNI digunakan sebagai dasar perubabhan alamat pada KK dan
KTP;
d SKPD WNI tidak diberikan Kepada penduduk,
¢ Lembar 1 SKFD WHNI diarsipkan di Desa | Kelurahan dan lembar 2
SKPD WNI diserabkan ke TPDE; dan
I Mencatat dalam  Bubku Induk Penduduk (BIP) dan Buku Mutass
Penduduk (BMP)

b Kiasiftkas 2 ¢ Amar Desa /| helurahan ),
a Desy | Kelorahan Asal
Berdasarkan laperan penduduk, Desa’Kelurahan Asal melaksanakan
pendafiaran sehagas berkut ;
| Melaksanakan Verifikas: dan vahidasi atas persyvaratan pindah berupa

2. Surat pengantar dan RYRw/Dusun/Lingkungan,
b. KK dan KTP
2 Mencaiat dalam BHPPK.
3. Menertitkan SKPD WNI {dalam empat rangkap)
4 Menverahkan kepada penduduk untuk dibawa ke
Dz Kelurahan tujuan;
5. Setelah SKPD WK dizndmengani oteh Desa/Kelurahan tujuan
dan telah dikinm ke daerah asal, desa/Kelurahan
4. mencatat dalam BIP dan BMP; dan :
b. mengarsipkan lembar 4 (empat) SKPD WNI

b Dess /Keluraban Tujuan
Berdasarkan laporan kedatangan penduduk, Desakclurahan wjuan
melakukan pendaftaran paling lama 30 (tiga puluh) han kerja terhitung
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sejak  diterbitkan SKPD WNI dari daerabh  asal Pendafiaran

dilaksanakan sehagar berikut -

1. melakukan venfikasi dan validasi atas berkas pandahy,

2 mencatat dalam BHPPK;

3. menandatangant SKPD WNI dan menyerabikan lembar | (sain)
hepada penduduk;

4. mengarsipkan lembar 2 (dua) SKPD WNI;

5. menverahkan lembar 3 (iga) SKPD WNI ke TPDE Kecamatan; dan

fi mengirimkan lembar 4 (empat) SKPD WNI Desa / Kelurahan asal

ch Klasifikasi 3 sampai dengan 5 {antar Kecamatan dalam satn kabupaten,
antar Kabupatenlola satu Provinsi dan antar Provins: dalam Wilavah
Indonesial
aDesa / Kelurahan Asal
Berdasarkan laporan perduduk, Desa / Kelurahan asal melaksanakan
pendaftaran sehagai berikut
I melakukan verifikas: dan validasi atas persvaratan pindah berupa
a Surat Pengantar dan Rt/Rw/Dusun/Lingkungan, dan
b.KEk dan KTF
F mencatat dalam BHPPK:
3. menerbitkan SKPD WNI dalam rangkap 5 {lima).
4. menyerahkan SKPD WNI kepada pendoduk untuk dibawa ke
Kecamatan guna mendapat pengesahan:
5 mengarsipkan lembar 5 {lima) SKPD Wi setelab Penduduk resmi
pindah dan formulir diterima kembali dan dacrah wejuan; dan
f. mencatat dalam BIP dan BMP

h. Kecamatan Asal
Berdasarkan  laporan  penduduk, Kecamatan asal  melaksanakan
pendafiaran sebagar berihut
|- melaksanakan vernfikasi dan vahdast atas berkas pindah,
2. mencatm dalam BHPPK;
J.menandatangont SKPD WK serta menverahkan kembahl kepada
penduduk untuk dibawa kedacrah tupuan,
4 meperima kembali SKPD WNI lembar 4 {empat} dan 5 {lhima) dan
dagrah tujuan, mengarsipkan lembar 4 (empat) mengirim lembar 3
{hima} ke desa’kelurahan asal

¢ Desp'Kelurahan Tujman
Berdasarkan laporan keterangan penduduk, desakelurahan tujuan
melakukan pendaftaran paling lama 30 (tiga puluh) han kena terhitung
sgjak  dierbitkanmva SKPD WNI dan dserah asal  Pendaftaran
dilaksanakan sebagal benkut :

Melakukan Verfikas: dan vahdas: a1as berkas pindah ©

Mencatal keterangan dalam BHPPE,

Melengkapm isian formulir dan menerbitkan SKP WL,

Menverahkan SKPD WHNI kepada penduduk untuk diteruskan

kepada kecamatan guna mendapatkan pengesahan;

mengarsipkan lembar 2 (dua) SKPD WNI vang diterbitkan dan

kecamatan tujugn.dan

6. mencatat dalam BIP

4 g bk ==

Lo

d), Kecamatan Tujuan
Berdasarkan laporan penduduk, Kecamartan tujuan melakukan pendaltaran
sehagai berikut
| mencatat dalam BHPPK;
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menerima  dan  mengesshkan SKPD WNI yang dikinm  dari

Desa/Kelurahan;

mengeunakan SKPFD WHKI lembar 3 (D) untuk perekaman ke TPDK

Kecamatan dan mengarsipkannyva,

4 menyerabkan lembar | (satu} kepada penduduk seria mengirim lembar
2 {dua) ke desa'kelurakan tupuan, dan

5 menginmbian SKPD WNI lembar 4 (empat) dan 5 (lrma) ke kecamatan

asal.

1

{3) Formulir dan Petunjuk Pengisiannya

Formulir vang dipergunakan dalam pendaftaran pindah datang penduduk W]
dalam wilayah Indoncsia ialah Formulr Surat Keterangan Pindah Datang WN1
dengan kode F-1.08 vang dicetak dengan menggunakan kertas tindas (NCR)
dalam satu warna vang jumliagh lembarrangkap disesuaikan dengan klasifikasi
pindah vaiu sebagai berikur
1 klasifikasi 1 sejumlah 2 {dux) lembar, vanu

a lembar 1 © Desa / Kelurahan,

b. lembar 2 - TPDK Kecamatan.

2 Klasifikasi 2 sejumlah 4{empat} lembar, yaitu
a.  Lembar | : Pemohon:
b, Lembar 2 : DesaKelurahan tujuan;
¢. Lembar 3 : TPDK Kecamatan asal;, dan
d.  Lembar 4 - Desa/Kelurahan asal

A Klasifikasi 3 sampai dengan 5 scpumlah 3 (ima) lembar, vaitu
a. Lembar I . Pemuohon,
b, Lembar 2 : Desa/Kelurahan tujuan,
¢.  Lembar 3 TPDK kecamatan tujuan,
d. Lembar 4 TPDK Kecamatan asal. dan
¢. Lembar 3 Desa/'Kelumhan asal

Conteh Formulir Serat, Keterangan Pundah Datang WNI dalam wilavah
Indonesia dengan kode F | 08 wrlampir dalam Lampiran X Peraturan ini.

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing
Datam Wilayvah Indonesia
Pa=al 4

i1y Umam
Pada prmsipnya pendaftaran pindah datang Crang Asing Tinggal Terbatas dan
Orang Asing Tinggal Tetap Dalam Wilavah Indonesia hampir sama dengan
perduduk WNT, terutama mengenai klasifikas: pindah, jenis kepindahan, alasan
pindah dan siatus nomor KK bag penduduk Orang Asing Tinggal Tetap vang
pindah datang

Adapun perbedaannyva ialah wempat pelaporan pindah, Kelau penduduk WNI
melaporkan kepada Desa ¢ Kelurahan dan diketahwi Camat. maka untuk
penduduk Orang asing Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Terbatas
melaporkan kepada Pemeriniah Kabupaten atau Dinas

{2) Tata Cara Pendaftaran Pindah Datang Pendudek Orang Asing Dalam
Wilavah Indonesia
al. Klasifikast | sampai dengan 3 (dalam satu Desa/Kelurahan, antar
Desa'Kelurahan dalam sate Kecamatan dan antar Kecamatan dalam satu
kabupaten ).
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Berdasarkan laporan penduduk, petugas Dinas melaksanakan pendaftaran

sehaga beriku

a. Melaksanakan verifikasi dan validasi atas persyaratan pindah sebaga
berikut

1. Untuk Penduduk Crang Asing Tinggal Terbatas
a. lzin Tinggal Terbatas,
b, STLD dari Kepohsian; dan
c. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT),
2 Untuk Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap -
8. Jzin Tigeal Tewmp;
b, KK
e KTP; dan
d. STLI> dari Kepolisian

b. Mencitat dala BHPPK;

¢ Menertmtkan Surat Keterangan Pindah datang Orang Asing (SKPD OA)
dalam rangkap 3 (tiga),

d Mengioom SKPD (04 lembar 3 {iga) ke TPRK Dinas untuk perekaman
dan pencetakan perubahan data kependudukan dan mengimm hasilnyva ke
TPDE Kecamatan

e Mengpganti perubahan alamat dalam SKTT wntuk Orang Asmg Tinggal
Terbatas atau KK / KTP untuk Orang Asing Tinggal Tetap;

[. Menverahkan lembar |{satu} kepada penduduk dan mengarsipkan lembar
2 (dug) SKPD OA;

g Mencatat dalam BIP uniuk orang Asing Tinggal tetap, dan

h Mencatat dalam BIPS dan BMPS untuk Orang Asing Tinggal Terbatas.

by Klasifikast 4 sampar dengan 5 (antar Kabupaten/Kota dalam satu Provins
dun antar Provinst dalam Wilayah Indenesia)
¢b Unit Kerja vang mengelola Pendaflaran Penduduk dan Pencatatan Sipl di
kKabupaen ' hota Daerah Asal
Herdasarkan laporan penduduk, petugas Dinas Daerah Axal melaksanakan
pendattaran Penduduk sehagas benkut -
a Melakukan verifikas) dan validas atas persyaratan pindah sebagm
berikut
1. Untuk Orang Asing Tingeal Terbatas
{ 1} lzgin Tinggal Terbalas:
{2} STLD dan Kepolisian; dan
(3)SKTT
2 Untuk Orang Asing Tinggal Tetap :
i 1} 1zin Tanggal Tetap,
(2) KK;
(3) KTF, dan
14} STLD dan Kepehsian.
b Mencatat dalam BHPPR;

¢ Menerbitkan SKPD OA dalam 4 (empat ) lembar,

d Menyerahkan SKPD OA kepada penduduk Untuk dibawa ke Crerah
i ujLan,

¢ Mengarsipkan SKPT) OA lembar 4 (empat) vang diterima dari Daerah
Tujuam,

I Mencatat dalam BIP dan BMP untuk pendoduk Orang Asing Tinggal
Tetap: dan

¢ Mencatat dalam BIPS dan BMPS untuk pendoduk Orang Asing Tinggal
I'erhatas.

di. Unit Kena vang mengelola Pendafiaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten / Kotz Daerah Tujuan,
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Berdasarkan laporan kedatangan penduduk, petogas Dings daerah tujuan

melaksanakan pendaftaran paling lama 30 (figa puluh) hari Lerja terhitung

s¢jak diterbikan SKPD OA dan daerah asal Pendafraran diloksanakan

sebagan benkut

Melakukan verifikas: dan valdasi atas berkas pindah penduduk,

b, Menandatangani SKPD OA;

c. Menverahkan lembar 1 (satu) SKPD OA kepada penduduk dan
mengarsipkan lembar 2 dua) SKPD OA | dan

d Menverahkan lembar 3 (tiga) SKPD OA kepada TPDE Kecamatan dan
menginm lembar 4 (empath ke Minas di Kabupaten / Kota Daerab Asal.
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i3) Formulir dan Petunjuk Pengisian
Formulir vang dipergunakan dalam pendaftaran pindah datang penduduk Orang
Asing dalam Wilayah Indonesia adalah sebagai berikut

a

b

Formulir Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal
Tetap, dengan kode F-1.09;
Formulir Surat Keterangan Pindah datang Penduduk orang Asing Tinggal
Terbatas, dengan kode F-1.10
Pencatatan formulir F-1.09 dan F-1,10 dengan menggunakan kertas tindas
|IMNCR ) dalam satu wamna vang jumlah lembar / rangkap disesuaikan dengan
klasifikasi pradah, vaitu
2. Klasifikasi | sampai dengan 3 sejumlah 3 (tiga) lembar, vaitu

(1) lembar | Pemohon,

{2} lembar 2 - Kabupaten / Kota,

(3) lembar 3 TPDK Kecamatan

b. Klasifikas: 3 sampai dengan 5 sejumlah 4 (empat) lembar, vaitu :
{1} lembar 1 - Pemohon;
{23 lembar 2 - Kabupaten  kota Twuan;
i3y lembar 3 TPDK Kecamatan Asal, dan
i4) lembar 4 Kabupaten | Kota Asal

Contoh formulir SKPD OA Tmggal Tetap dan SKPD OA Tinggal Terbatas
dengan kode F — 1.09 dan F - 1.10 terlampir dalam Lampiran X1 dan X1
Peraturan i

Pendafiaran Penduduk WNI Tinggal Sementara
Pasal [0

{1) Umum
Penduduk WNI vang dimaksud tnpggal sementara berturut-turut selama 90
(sembilan pulub} kan lebih sampal dengan | (satu) tahun, perlu dilakukan
pendafiaran dart daerah asal dan di dacrah tujuan agar dapar diketahui dengan
pasti keberadaan penduduk tersebut, meskipun domisilt | tempat tinggalnsa
masth berada dhdaerah asal

{2) Tata Cara Pendaftaran Penduduk WNI Tinggal Sementara

1.

Desa i Kelurahan Asal
Berdasarkan laporan penduduk, Desa / Kelurahan asal,  melakukan
pendaftaran sebapga berikut -
a  Melakukan vernifikasi dan vahdas atas persyaralan pindah sementara
sehagai berikul
I. Surat Pengantar darn RT/RW atau Dusun/1. mgl.um:&n
2 KK dan KTP; dan
3. Bagi vang berumur belum 17 tahun dan belum menikah, membawa
surat izin orang tua atau wakb.
b Mencatat dalam BHPPK;
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¢, Menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS) dalam 3
{tiga} lembar kode F-1.11:

d4  Mengarsipkan  lembar 2 (dun) dan sisanve discrahkan kepada
penduduk untuk  ditcruskan ke Kecamatan asal guna  mendapat
pengesahan; dan

¢ Mencatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara (BIPS) dan Buku
Mutasi Penduduk Sementara (BMPS)

kecamatan Asal

a  Melakukan Venfikasi dan validas: atas berkas pindah sementara;

b, Mencatat dalam BHPPK

c. Mengesahkan SKPS;

d Menverahkan lembar 1 SKPS kepada penduduk uniuk dibawa ke
daerah tujuan; dan

¢. Mengarsipkan lembar 3 {tiga) SKPS

Desa ' Kelurahan Tujuan

Berdasarkan laporan kedatangan penduduk, Desa / kKelurghan melaksanakan

perdafiaran dalam waktu paling lama 30 {tipa puluh) har kena terhitung

sejak penerbitan SKPS dani daerah asal,

Pendaftaran dilaksanakan sehagai berikut

a. Melaksanakan venfikasi dan vahidasi atas berkas sementara,

b. Mencatat dalam BHPPK:

¢ Menerbitkan Permohonan Tinggal Sementara (PTS) dalam rangkap 3
{tiga) dan menverahkan  lembar 1 {satu) dan 2 {dua) kepada penduduk
untuk dibawa ke Kecamatan guna mendapat pengesahan; dan

d Mengarsipkan PTS lembar 3 (tiga).

. Kecamatan Tujuan

a. Melaksanahan verifikasi atas berkas pindab sementara:
b Mengarsipkan PTS vang dikirim oleh Desa : Kelurahan,
¢ Mengarsipkan TS lembar 2 (dua) . dan

d. Menverahkan PTS lembar 1 {satu) kepada penduduk

Umtuk diteruskan kepada Dinas guna penerbitan SKTS.

(3 Formulir, Blanko dan petonjuk pengiriman

1t

Lz

Jenis formulir vang digunakan dalam pendafiaran WNI nnggel sementara |

adalah :

4. Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS) dengan kode F-1.11;

b. Permohonan Tinggal Sementara (PTS) dengan kode F-1.12 (dan

¢, Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) penduduk dengan kode B-
1.03

Pencetakan formulir kode F-1.11 dan F-1.12 dengan menggunakan kertas
{NCR ) dalam unsur warna masing- masing sejumliah 3 { nga) lembar

. Pencetakan blanko kode B-1.03 dengan sefesifikasi sebagai berikun -
a. Bahan baku terbuat dan - kertas security
b.Deesain cetakan blangko

|. Bentuk . persegi pampang melipat’ tertutup,
2. Ukuran kertas SO0 mm % 63 mm.
. Dengan laminas -G8 mm x 73 mm

3

4. Wama dasar depan ¢ kuming dengan lambang Garuda berwarna
hitam, gambar kepulavan Nusantara orange dan tulisan hitam

5 Warna dasar belakang kuning dan wlisan berwarma hitam .
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Conteh formulir dan blangko pendaftaran WNI tinggal sementara dengan
kode F- 1,11, F- 1,12 dan B-1.03 terlampir dalam Lampiran X111, XTV. XV
Peraturan m

Bagian Ketujuh
Fendaluaran Perpindahan Penduduk Antar Negara
Paragral 6

Pasal 11

A. Pendafiaran Perpindahan Penduduk WNI Ke Luar Negeri
{11 Umom
Yang dumaksud pindah ke luar negeri ialah penduduk yang bermaksud tinggal
menetap di luar negert atdu meninggalkan tanah air s¢lama 1 (satu) tahun
berturut-turut atau lebih dan 1 (satu) tahun, baik untuk bekena. sckolah
mengihutt pendidikan dan latihan dan lain-lain, termasuk para Tenaga Kena
Indonesia ( TKI) vang akan bekerja di luar negen

{2k Tat Cara Pendaftaran Perpindaban Penduduk WNI Ke Luar Negeri
Iy Desa/ Kelurahan
Desa ‘Keluraban menerima laporan dan mendaftar penduduk vang akan
pindah keluar negen. Berdasarkan pelaporan tersebut, desakelurahan
melakukan .
a) Verfikas: dan validasi data atas keterangan penduduk dan persyaratan
berupa
i by Kanu Keluarga (KK );
(2), Kartu Tanda Penduduk (KTP)
b, Menerbitkan Surat Penganiar Pindeh ke Luar Negen (SPPLN) uniuk
WHNI dengan kode F 1,13 rangkap 2 {dua)
i1y, SPPLN lembar | (satu) dibenkan kepada penduduk/pemohon,
untuk mendapat pengesanan dar camat sctempat;
12} SPPLN lembar 2 {dua) untuk arsip desakelurahan,
) Mencatat dalam Bukue Haman Penstiwe Penting dan Pensuwa
Fependudukan  |BHPPR),

21 Kecamatan

2] menenma SPPLN dan penduduk /pemohon dan melakukan venfikasi
dan validasi data atas persyaratan vang dibawa penduduk ‘pemohon.

by membenkan pengesahan SPPLN;

¢) menenma  hasil pencetakan  data kependudukan  dan Tempar
Perekaman Data  Kependudukan ( TPKDK) dan menginm hasilnya
ke desa’ kelurahan:

d) mencatat dalam BHPPK

3). Dhnas
a). menertma SPPLN dan penduduk’pemohon dan melakukan vernifikas:
dan validasi  persvaratan vang telah ditentukan ;
b} menerbitkan Surat Keterangan Findah Ke Luar Negen (SKPLN) untuk
WHI dengan  kode F-1.14, rangkap 3 (tiga) .
(11 SKPLN lembar | (satu) dan 2 (dua) dibenkan kepada penduduk, |
embar | {satu) untuk arsip penduduk /‘pemohon dan fembar 2
{dua) digunakan sebaga salah satu svarat dalam pengurusan
PilspOT,
{2) Pemohon membavar biavas revbusi SKPLN pengganti onghos
celak scbesar Rp. 10.000.- isepulub riby rumah).
(3) SKPLN lembar 3 { figa) untuk arsip Dinas.
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¢). Mencatat KTP penduduk/pemnohon yang mendaflar SKPLN;
di. Mencata: dalam BHPPK

13k Formulir dan Petunjuk Pengisian
Formulir yang dipergunakan dalam pendafiaran perpindaban penduduk WNI
ke Luar Negen falah
surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri {SKPLN) untuk WL, dengan kode F-
113, vang dicetak dengan menggunakan kertas tindas (NCR) dalam rangkap 2
idua) dengan warna putih dan merah muds; rangkap 3 (Tiga) dengan wama
vang sama vaity putih,

Contoh formuhir SPPLN dan SKPLN untuk WNI dengan kode F-1.13 dan F-
I 14 tedampir dalam fampiran XV dan XV Peraturan i

B . Pendaftaran hedatangan WNI dari Luar Negeri
(1) Umum
Pendafiaran WNI vang datang dan lusr negen karerma pindah atau menetap
dart luar negan selama 1 (satu) tahun berturut-turet atau lebih dan 1 (satu)
tahun, paling lama 14 {(empat belas) han kerja sejak kedarangannya

(2). Vata Cara Pendafaran hedatangan WNI dari Luar Negeri
1} Dinas
[inas meneryma laporan dan mendaftar WNI vang datang dan luar
negen,  Berdasarkan  laporan  tersebut, Dimas vang  mengelolah
pendaftaran penduduk dan pencatatan  sipel di Dinas melakukan -
al verfikasi dan validasi atas persvarsian berupa
{ 1) paspor.
£2) tanda masuk dari imigras .
(31 nomor KK dan NIK (bag vang pemah mennhik NIK ),
b). memberikan formulir Biodata penduduk (bagi vang belum memilik
NIK) dan  formudir Surat Keterangan datang dari Luar Negeri
( SKIDLN) untuk ditsi pemohon, dengan kode F-1.15,
ed, mepermmao dan menelitg 1sian formulir biodasa penduduk dan formulr
ShDL vang elah  diisi pemohon
d)menandatangant  Surai  Keterangan Datang dan  Luar Neger
(SEDLN) rangkap 4 (empat)
(1) SKDLM lembar 1 {satu) dibenkan kepada pemohon sebagm
dasar unukl pengurusan KK dan KTP:
i2) SKDIN lembar 2 (dua) dilimim ke TPDK;
(3 SKDLN lembar 3 (tnga) dikinim kepada pejabat vang
berwenangmenerbitkan KK dan KTP,
(41 SKDLN lembar 4 (empat) untuk arsip unit kerja vang mengelola
pendaftaran  penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten
KOl
el menenma perubahan data kependudukan dan TPDE.
{1, mencatat dalam BHPPK

21 kecamatan
a} menenma hasil pencetakan data kependudukan dari TPDK dan
menginm hasilnva ke desa’kelurahan;
b} menerbitkan dan memberikan KK dan KTP (zesuai pendelegasian
wewenang ) kepada penduduk pemohon,
o mencalat dalam BHPPK



31 DesaKelurahan

al. menerima hasil pencetakan perubehan data kependudukan dan
kecamatan;
by menciatut dalam BHPPK dan BIP

(30 Formulir dan Petunjuk Pengisian
Formubr vang dipergunakan dalam pendaftaran kedatangan WNI dan Juar
negen walah  formubr Surat Ketersngan Datang dan Luar Negen (SKDLN)
dengan Kode F- 1 15, vang dicetak dengan mengeunakan kertas tindas (HWCR)
dalam rangkap 4 (empat) dengan wamna vang sama vaitu putib.

Comoh formulir pendaftaran kedatangan WNI dan luar negen (SKDLN)
dengan kode F - 115 terlampur dolam Lamperan X VT Peraturan im.

Pendaftaran Kedatangan Dan Kepindahan Orang Asing Dari Luar Negeri

Pasal 12

A. Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri
. Umum
Pendaftaran orang asing vong datang dari luar negen paling lama |4 ( empat
belas) har kerja  sejak diterbutkan [zin Tinggal Terbatas dan Instansi vang
berwenang dengan status:
1), Orvang Asing vang baru datang dan luar negen vang telah mendapat 2m
tingeal 1erhatas dan instansi berwenang;
2} Chang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status
menjadi van tinggal terbatas
2. Tata Cara Pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri
1) Dnnas
Linas menerima laporan dan mendafiar orang asing yang datang dan Luar
Nepar
Berdasarkan laporan tersebut, Unit Kega vang mengelola Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten' Kota melakukan :
a Venfikas: dan validas data atas keterangan orang asing dan persvaratan

e

=

berupa

i 1) Pasport dan ljin Tinzgal terbatas dan Instansi berwenang

121 NIK (bag vang pernah memiliki NIK ).

Membenkan formulir biodata penduduk (hagy yang belum memiliks

WK )

Formulir Pendaftaran Pendudek Orang Asing Tinggal Terbatas (PP-Tas),

untuk diisi orang asing atau pemehon, dengan kode F-1.16 dalam rangka

2 (dua)

1) PP-Tas Lembar 1 untuk arsip unit kena vang mengelola Pendaftaran
Pendudik dan Pencatatan Sipil di Kabupaten’ Kota sehaga dasar
penerbitan SKTT;

2} PP-Tas lembar 2 diberiken kepada orang asing’ pemohon schaga
dasar pengurusan SKTT

Menerima dan meneliti isian formulir biodeta penduduk dan formulbir

pendafiaran pendueduk orang asing tinggal terbatas (PP-Tas) vang telah

drisi dan ditandatangam orang asing’ pemohon;

Menertitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT ) dan memberikan

kepada penduduk orang asing | pemohon;

Pemobon membavar retribusi penggants ongkos cetak sebesar Rp 20,000

(dua pualuh ribu ruprah)

Menginim biodata ke TPDK,

Mencatat dalam BHPPK dan BIP.
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Zh. Recamalan
a. Menenma hasil pencetskan data kependedukan dan TPDK dan mengirim
hasiinva ke Desa’ Kelusahan,
b Mencstar dalam BHPPK

Desa Kelurahan

a Menenima  hasil  pencetakan  perubahan daa  kependudukan  dan
Kecamatan:

b Mencatyl dalam BHPPK dan BIPS

L

3. Formalir, Blanke dan Petunjuk Pengisian
Formulir dan blanke vang dipergunakan dalam pendafiaran kedatangan orang
asing dari luar negen alah sehagm benkut |
| Formulir Pendaflaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas (PP-Tas),
dengan kode F-1 16, dicetak dengan menggunakan kertas tindak (MNCR)
dalam rangkap 2 (dua) dengan warna yang sama vaitu putih;

i

Sural Keterangan Tempat Tingeal (SKTT), dengan kode B-1.04
Spesifikas: blanko SKTT sebagai berikut -

a. Bahan baku terbuat dan keras securily:

b. Design estakan blanko:

a. Bentuk - Persegt pamjang mehpat’ ierutup

b, Ukuran kertas 90 mm x 65 mm

¢. Dengan lamiras 98 mm x 73 mm

d Wama dasar depan  : Hijau dengan lambang Garuda berwarna
hitam, gambar kepulauan Nusantara
berwarna orange dan tulisan hitam

e. Warna dasar belakany Hijau dan thisan tam

Contoh formulir dan blanko Pendafiaran Penduduk Orang Asing  Tinggal
Terbatas dari Luar Negeri dengan kode F-1.16 dan kode B-1.04 terlampir dalam
Lampiran XX dan XX Peraturan ini.

B. Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri
I Umum
Pendatiaran Penduduk orang asing dengan status unggal terbatas dan timggal
tetap vang akan pindah’ menetap ke luar negen, dilaksanakan dengan mengisi
formulir keterangan pindzh ke luer negert umil kerja vang mengelola
Pendafiaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten' Kota.

1), Tata Cara Pendaftaran Perpindabhan Penduduk Orang Asing Ke Luar
MNegeri
15 Dinas
Dinas menerima laporan dan mendalar pendudok orang asing vang akan
pindah / menctap ke luar negen
Berdasar laporan tersebul, wmil Kepa vang mengelols Pendafiaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil d Kabupaten' Kota melakokan :
a} Venfikasi dan Validasi atas persyaratan berupa
{1 1.Untuk penduduk orang asing tinggal terbatas - SKTT, Liin Tinggal
Terbatas dan Insiansi yvang berwenang dan Pasport yang masih
berlaku,
(2hUntuk penduduk orang asing tinggal tetap KK dan KTP untuk
Orang Asing, T Tinggal Tetap dar Instans: vang berwenang dan
Fasport vang masih berlaku
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by Memberikan formulir keterangan pindah ke luar negert (KPLN) untok
pendudul orang asmg, umuk dirisi penduduk orang asing' pemohon,
dengan formubir F-1.18, rangkap 3 itiga) :
(LVKPLN lembar 1 {satu) untuk orang asing vang pindah ke luar
negen ;
(2VKPLN lembar 2 {dua) untuk arsip wnit kepa vang mengelola
Pendiaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten’ Kosa |
(3 KPLN lembar 3 (tiga) untuk TPDK
¢ Mencatat dalam BHPPK dan BIP

21 Kecamatan
a). Menerima hasil data kependudukan dari TPDK dan menginm hasilnya
ke Desa/Kelyrahan;
b). Mencatat dalam BHPPR.

3 Desa'helurahian
a). Menenma hasil pencetakan data kependudukan dan Kecamatan;
b} Mencata kepindshan penduduk orang asing dalam BHPPK dan Buku
Induk Penduduk {BIP).

3). Formulir dan Petonjuk Pengisian
Formulir vang dipergunakan dalam pendafiaran kepindahan penduduk orang
asing ke luar negeri salah formulir keterangan pindah ke luar negeri (KPLN)
untuk orang asing, dengan kode F-1.18 yang dicetak dengan menggunakan
kertas tindas (NCR | dalam rangkap 3 {tiga) dengan wama vang sama vaitu putith.

Contoh formulir pendaftaran kepindahan orang asing ke lwar negen (KPLN)
erlampir dalam lampiran XX peraturan ini.

Perubahan Status Kependudukan
Paragmf 7

Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas
Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap
Pasal 13

(1) Umum
Pendaftaran penduduk Clrang Asing yang memiliki @in Tinggal Terbatas yang
mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap, paling lama 14
{empat belas) han kerja sciak diterhitkan lzin Tinggal Tetrp dan instans: vang
berwenang.

(2).Tatacara Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas vang
Mengubah Status Menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap
1). Dinas
Dinas menerima laporan dan pendafiaran penduduk Orang Asing Tinggal
Terbatas vang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal
Tetap.
Berdasarkan laporan tersebut, Dinas melakokan
a  Venfikasi dan vahdas: atas persvaratan berupa .
1) . Paspor;
12y SKTT vang dikelvarkan Dinas;
(3} . Lo Tinggal Tetap dort instans berwenang,
(41 - Surat Tanda Lapor Dirl (STMD).
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b.Memberikan formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap
(PP-Tup) untuk drisi penduduk Orang Asing/pemohon, dengan kode F-
1.17
Menenma dan menclivi asian formubir Biodaa dan PP-Tap vang telah
disi oleh penduduk Orang Asing/pemohon
d. Menandatangan PP-Tap dalam rangkap 4 {empat)
(1) PP-Tap lembar 1 diberikan kepada penduduk Orang Asing Pemohon,
sebagar  dazar untuk pengurusan KE dan K TP uniuk Orang Asing;
(2} PP-Tap lembar 2 dikirim ke TPDK:
(3} PP-Tap lembar 3 dikicn  kepada  pejabst  vang  berwenang
menerbitkan KK dan KTP untuk Orang Asing:
14) PP-Tap lembar 4 uniuk arsip Dinas
€ Menernima perubahan data kependudukan dan TPDE Dinas
{  Mencatat dalam BHPPK

L]

2). Kecamatan
g Menermma hastl pencetakan daia Kependudukan dan TPDR Dinas dan
menginm hastinva ke desakelurahan
b Mencatat dalam BHPPK

3}, Desa/kelurahan
a  Memenima hasil pencetakan  perubahan  data  kependudukan dan
kecamatan
b Mencatar BHPPK dan Buku Induk Penduduk { BIP)

(3). Formulir dan Petunjuk Pengisian
Formulir vang dipergunakan dalam pendaftaran penduduk Orang Asing Tmggal
Terbatas yane mengubah ststus menjadi penduduk Crang Asing Tinggal Tetap
iafah Formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Tewp (PP-Tap)
dengan kode F-1.17 dicetak dengan menggunakan kertas tindas (NCR) dalam
rangkap 4 (empat | dengan warna vang sama yarnu putih

Contoh formulir pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Tewp (PP-Tap)
dengan kode F-1.17 wrlampir dalam Lampiran XX Peraturan i

Pelaporan kelahiran, Lahir Mati dan Kematian
Paragrat 7

Tata Cara Pelaporan Kelahiran
Pasal 14

(11 Sevap penduduk vang lahor wajth dileporkan secars berjenjang mulai dan
lngkat RT. RW.  DesaKelurahan, Kecamatan sampm tingkat Pemenmiah
Fabupaten atau Dinas

(21 Sebagsr  bukti  pelaporan  kepada Pemenntah  Kabupaten, Pemenntah
Desa'Kelurshan menerbitkan Suratl Keterangan Kelahiran

i 3).Surat Keterangan  Kelashiran  merupakan syarat matlak untuk
pembuatan perubahan Karu kKeluarga.

{41 Persvaratan penerbitan Surat Keterangan Kelahiran ditetapkan sebagai benkut -
a. Pemohon melenghapi persvaratan :

- Pengantar dan ketua BT, diketahin kerua RW
- Foto copy Kartu keluarga

- Foto copy KTF orang tua

- Fowo copy Akta Perkawinan.

- Suran keterangan kelahiran dan BidanDokier.
- Keterangan pajak orang asing



b. Thesa / Kelurahan :
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- Menenma dan menelin berkas pelaporan kelahiran,

Mencatal kejadian kelahiran pada Buku Mutasi Pesduduk.

Melakukan pemutakhiran Buku Induk Penduduk atas kejadhian keighiran,
Menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran

Menvampaikan Surat Keterangan kelshitan berkut persyaratannva ke
kecamatan

Kecamatan :

- Menenma dan meneliti berkas laporan.

- Mencatat kejadian kelahiran padas Buku Register

= Menandetangani Surat Keterangan kelahiman dan mencantumkan nomor
register pada  bagian belakang Surat Keterangan uniuk masimg-masing
lembar

- Menverahkan  Surat  Keterangan  benkut  berkas  permohonan ke
Desa'Kelurahan

- Mengarsipkan Surat Keterangan helahiran lembar 111

- Melaporkan jumlah kelahiran setiap bulan ke Kabupaten,

- Mengajukan permohonan  blanko Soral Keterangan Kelshitan ke
Kabupaten.

- Mendistribusikan blanka Surat Keterangan Kelahiran ke Desa/Kelurahan

Pemerintah Kibupaten atan Dinas :

- Menghimpun dan mengolah data laporan dan kecamatan,

- Menvediakan blanko Surat Keterangan kelahiran.

- Melaksanakan monitoring  penvelengparaan  administrasi  pelaporan
kelahitan di Tingkat kecamatan dan Desa/kelorahan

- Melaksanakan  monitoring  penyvelengearaan  admimstrasi  pelaporan
kelahiran di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan

- Menvusun bahan kebipakan pengelolaan pelaporan kelahiran.

Tata Cara Pelaporan Pelaporan Lahir Mati
Pasal 15

(1) Setiap penduduk vang lahir tetapi matt wapth dhlaporkan secara berjenjang mulas
dan tingkat RT. RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan sampal tingkst Pemernimtah
kabupaten atau Dinas, dengan tata cara sebagar benkut

.

Pelapor ¢

Memenuhi persyaratan vang akan diajukan |

1 Surat pengantar dari RT, diketahu RW,

2 Foto copy Kanu Keluarga;

3. Fot copy KTP Orang Tua:

4 Foto copy akia perkawinan,

5 Surat keterangan kelahiran dan Bidan / Dokier,
6 Keterangan pajak bangsa asing.

Kuwu / Lurah :

1. Menerima dan menehit berkas pelaporan lalir mati:

2 Mencatat kejadian kelahiran dan kematian pada Buku Mutasi Penduduk:

3 Menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mat,

4 Menvampaikan surat keterangan lahit matt benkut persyaratannva ke
kecamatan:

5 Mengarsipkan surat keterangan lahir mati lembar arsip Desa / Kelurahan.

hecamatan :
| Menenma dan meneliti berkas pelaporan;
2 Mencatal kegadian fshir mati pada Buku Register.
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3 Menandatangani surat keterangan lahir man dan mencantumkan nomor
remster pada baglan belakang sural keterangan untuk masing — masing
termbar,

4 Menyerahkan sural lahir mat berikat berkas permohonan ke Desa |
kelurahan;

5 Mengarsipkan surat keterangan lahir mau ars:p kecamatan;

6 Melgporkan jumlah lahir mati setiap bulan ke Kabupaten;

T Mengajukan permohonan blanko surat  keterangan  Iahir man ke
kaabupaten:

% Mendistnbusikan blanko surat keterangan lahir mati ke Desa / Kelurahan

Pemerintah kabupaten atau Dinas :

i Menghimpun dan mengolah data laporan dar kecamatan

2 Penvediaan blanko surat keterangan lahir mat

3 Melaksanakan pembinaan adminmistras: pencatatan lahir mati ke Tingkat
kecamatan dan Desa /| Kelurahan

4 Menvusun baban pedoman pelaporan lahic mat

(2 Sebagai Bukti Pelaporan kepada Pemenniah kabupaten atau Dinas, Pemerintah
Eresa Kelurahan menerbitkan Surat Keterangan Lakir Mati

Pata Cara Pelaporan Kematian
Pasal 16

| 1) Setap penduduk vang man wayib dilaporkan secars berjenjang mula dan nnghat
RT, RW, Desakelurshan, Kecamatan sampar tingkar Pemennteh Kabupaten
atau Dinas, dengan tata cara sebaga berikut |

d.

Pelapor :
- Menvampaikan berkas laporan kepada Desa kelurahan

Desa/kelurahan :

- Menenma dan menelin berkas pelaporan kematian

Mencatat kejadian kematian pada buku mutas: penduduk.

- Menerbitkan surat keterangan kematian

- Mengarsipkan surat keterangan kematian lembar arsip Desa / Kelurahan,
Membubuhkan keteérangan mati pada Kartu Keluarga,

Melakukan pemutakhican data pada buku induk kependudukan,

kecamatan :

- Mengarsipkan surat kelerangan kematian lembar arsip kecamatan.

- Melaporkan jumlah kematian setiap bulan ke kabupaten

- Mengajukan permohonan blanko sural keterangan Kematian ke Pemenntah
Daerah

- Mendistribusikan blanko surat keterangan kematian ke Desa / Kelurahan

Pemerintah Kabupaten atau Dinas

- Menghimpun dan mengolah data laporan mutast penduduk dan kecamatan

- Pengadaan blanko surat keterangan kematian |

- Melaksanakan pembinaan admimistrasi pendaftaran kematian ke Tinghat
k.ecamatan dan Desa  Kelurahan

- Melaksangkan  monitoring  penvelengegaraan  administrasi  pencatalan
kematian ke Tingkat Kecamatan dan Desa / Kelurahan

- Menvusun bahan pedoman pengelolaan pelaporan kematian



30

BAB 111
PENYELENGGARAAN CATATAN SIPIL
Bagian Pertama

Prosedur dan Tata Cara penerbitan Akta-akta Catatan Sipil
Pasal 17

(11 Secara umum pencatatan kelahiran harus dilaksanakan selambai-lambatnya 60

{2}

{3

tenam puluh ) han kerya terhitung sejak hananggal kelahiran anak

Pencatatan kelahiran yang imelebihn jungka wakiu 60 (e¢nam pulub} ban kerja

merupahan pencatatan kelahiran vang telambat dicata,

Dalam hal pelavanan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahran yang

terlambat dicatat dipandang perlu adanya penctapan kebijakan vang diatur

sehagm herkut

@ Program Dispensasi Akta Kelahiran tersebat hamyva diperuntukkan bag
Warga Negara Indonesia Ash vang tidak tunduk'ndak terkens ketentuan
Staatsblad (non Staatsblad) dan vang lahir sampar dengan tangeal 3
Desember 1985

b, Dnspensas: Akta Kelahiran tersebun ndak dapat diberlakukan kepada Warga
Negara Indonesia [ainnva vang tunduk pada Staatsblad 1917 (Cina)
Staatshlad 1849 (Eropa) dan Warga Negara Asing lamnnva |

¢, hspensasi Akia Kelahiran tidak terikat pada tempat kelahiran, tetapi dapat
dilaksanakan ditempar domisili sepanjang  kelahiran  tersebut  dapat
dibuktikan dan dipertanggungjawabkan |

d  Pemberian dispensasi tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri |

¢ Untuk menghindan terjadinya Akta Kelahivan ganda Dinas Kependudukan
Catatan Sipil dan Keluarga Berencana  vang menerbitkan akta kelahiran
tersebut harus memberitahukan kepada Kanfor Catatan Sipl/Dinas vang
menangan Catatan Sipel di walayah tempat kelaheran yang bersangkutan ;

i Biava penyelesaian dispensasi Akta Kelahiran berpedoman pada Peraturan
Daerah vang berlaku

41 Prosedur pencatatan kelabiran atau vang terlambat dicatat adalah sebagai

berikut

g Pemohon menghadap ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga
Berencana Kabupaien Cirebon dengan membawa persvaratan vang telah
ditentukan |

b Dinas kependudukan, Catatan Siml dan Keluarga Berencana meneruskan
permohonan tersebut ke Sekretariat Daerah untuk mendapatkan Keputusan
persetujuanijin dart Bupati |

¢ Sekretaniat Dacrah  vang menangam, membuat sural Keputusan Persetujuan
Bupari, menyusun draf Keputusan/PérsetyjuanTan Bupan dan mengajukan
kepada Bupati untuk mendapat pengesahan .

d  Dafam hal penandatanganan Surat Keputusan Persetujuan untuk pencatatan
kelahiran terlambat dicatar, Bupat dapat mendelegasikan wewenang kepada
Pejabat vang ditumjuk,

Pasal 18

Pencatatan Perkawinan dan Perceraan

a

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 jo
Peraturan Pemerntah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan
babwa perkawinan adalah sab apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
asamanva dan kepercavaanmya, dan ap-tap perkawinan dicatal menurut
peraturan perundang-endangan vang berlaku |

Atas dasar itu maka sesua pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemenmtah Repablik
Indonesia Nomo 9 Tahun 1975 Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan
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Keluarga Berencana hanva berfungsi sebagai pencatat perkawinan dan bukan
mengesahkan perkawinan

Pencatatan Perkawinan pada Regisier Akt Perkawinan di Dinas Kependudukan,

Catatan Sipd] dan Keluarga Berencang tersebut pada hakekatnya dilaksanakan

setelabh dilakukan Perkawinen sesuai ketentuan hukum agamanva masing-

masing

Menindak lamuti Undang-lndang Republik Indonesia Nomor | Tahun 1974 dan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973, uva cama

pelaksanaan pencatatan Perkawinan dan Percerman diatur sebagai benkut ;

b.l. Pencatstan Perkawinan dan  Percermian  dilaksanakan pada Dinas
Eependudukan, Catatan Sipil dan Kelvarga Berencana bagi Perkawinan
dan Percerman yang bukan beragama [slam

h.2. Pemuka agama sebagai Pembantu Pegawai Péncatat Perkawinan hagi umat
Kristen vang tunduk peda staatsblad 1933-75 jo stastshlad 1936-607 dan
bagt umat Hindu Budha

Untuk mengantisipasi  permasalahan  vang diskibatken  oleh  banvaknyva

perkawinagn vang telah dilaksanakan menurut agama diluar Islam etapi belum

dicatathan, perkawmannva pada Dimas kKependudukan, Catatan Sipil  dan

keluarga Berencana diatur sebagai berikut

¢l Bag Warga Negara Indonesia Ash yang telah melaksanakan Perkawinan
setelah dikeluarkan Undang-Undang Repubhik Indonesa Nomor | Tahun
1974 dapat mencatatkan perkawinannva pada Dinas Kependudukan,
Catatan Sipl dan Keluarga Berencana  dengan menunjukkan bukti-bukti
sah temang telah dilaksarnkannya perkawinan scsuai agama vang dianu
oleh yang bersangkutan dan dapat diperanggungjawahkan

¢.2  Pencatatan perkawinan dilaksanakan olch Dinas Kependudukan, Catatan
Sipif dan Keluarga Berencana diwilavah tempat  dilaksarakannva
perkawinan tersebut

e3  Pencatatan perkawinan dimaksud diatas dapat dilaksanakan pada [nnas
Kependudukan, Catatan Sipal dan Keluargs Berencana dirempat domisili
vang bersanghutan. dengan ketentwan surat bukti perkawinan harus
dilegalisir olch pengurusilembaga keagamasn ditempat domisili vang
bersanghutan dan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Kefuarga
Berencana yvang mencatat Perkawinan terscbut harus memberitahukan
secara tertulis hepada Dinas Kependudukan Catatan sipil dan Keluarpa
Berencana diwilayvah tempat dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Pencatatan Perkawinan berbeda agama

Dinas adafah suatu lembaga vang bertugas schaga pencatat perkawinan dan
bukan mengesahkan suaty perkawinan sesual dengan vang ditetapkan dalam
Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jis Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan
Undang-undang nomar 1974

Oleh karena itu, terhadap calon-calon mempelai yang berbeda agama sepanjang
perkawinannya tersebut belum sah maka Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan
keluarga Berencana tidak diperkenankan melakukan pencatatan.

Sehubungan dengan hal tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan perkawinan dan
Warga Negarn Indonesia vang berbeda agama sebelum dicatatkan di Dinas
kependudukan, Catatan Sipel dan Keluarga Berencana teriebith dahulu harus
mendapatkan penetapan Pengadilan Neperi setempat vang isinva menetapkan
kepada kedun mempelar untuk  memilih  salah  satu agama  selanjuinya
mencatatkan perkawinannya puda Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan
Keluarga Berencana
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e Pencatatan Perkawinan Kaum Penghayat Kepercavaan
Bag Warpa Megama Indomesia penghavat kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, seperti halnva ketentuan bagi perkawinan berbeda agama, hahwa
perkawinannya baru dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan
Keluarga Berencana apabila perkawinan terscbut telah dilaksanakan menurut
ketentuan hukum agama vang diakui Pemeriniah
Hal tersebut didasarkan bahwa aliran kepercavaan bukan suatu agama tetap
hanya sebagai kebudavaan.
Selain itu karena para penghayat kepercavaan terhadap Tuban Yang Maha Esa
pada dasarnyva tidak kehilangan agama asal yang dipeluknyva, maka peraturan
perkawinan mercka tergantung kepada agama vang dipeluknya

f  Pencatatan Perkawinan bagi Imigran Gelap

Imigran Gelap (1G) dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) golongan, vaitu ,

£l 1G vang masuk ke Indonesia secara tidak sah dengan tidak melalus
prosedur  kesmigrasian yang sah

£2. 16 vang masuk ke Indonesia secara sah melaluw prosedur keimigrasmn yang
sah, akan tetapi sclama di Indonesia yang bersangkutan tidak pernah
melaporkan tentang keberadaannya Kepada Imigrasi walaupun ijin tinggal
tetap sudah habis masa berlakunya dan bahkan sampa turun tcmurun
berada di Indoensia.
Pencatatan perkawinan Imigran Gelap di Dinas Kependudukan, Catatan
Sipil dan Keluarga Berencana tersebut hanya akan memben peluang
perolehan pelavanan  vang berdampak negatif terhadsp kebijakan
kependudukan di Indonesia, khususnya terhadap ketentraman, ketertiban
serta status  kewarganegaraan Indonesia, Untuk mengantisipasi  hal
terscbut, maka bagi sescorang yang ternvata menurul penclitian adalah
Imigran Gelap, maka setiap permohonan pencalatan perkawinan serta
pencatatan sipnl lamnya skan ditolak.

Pencatatan Kematian
Pasal 19

Dalam rangka memasyarakatkan akia kematian, maka pelaksanaan pencatatan dan

penerbitan Akta Kematian dan Akt Kematian terlambai dicatat hanva berlaku bag

@ Warga Negara Indonesia Ash vang terkena ketentuan Staatsblad 1920-75
tentang pencatatan sipil bag orang Indonesia Asli;

b. Warpa Nepara Indonesia Asli vang terkena ketentuan Staatsblad 1933-75 jo
staatsblad 1936-607 tentang pencatatan Sipil bagi Golongan Knsten Indonesia
Ash di Jawa, Madura dan Minahasa.

Untuk mencegah akia kemanan Ganda, Dinas Kependudukan, Catatan Sip1l dan
Keluarga Berencana membentahukan kepada lembaga vang menangani catatan
sipil diwilavah tempat kematian itu terjadi.

Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 20

Indang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 196] tentang Perubahan atau
Penambahan Nama Keluarga, telah menegaskan bahwa vang berwenang
melaksanakan perubzhan nama bagi Warganegar keturunan serta Warga Negara
Indonesia lainnya adalah Lembaga Pengadilan Negen dan ljin Menten Kehakiman.
Tugas Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana terhadap
perubaban/penambahan nama  vang telah  ditetapkan berdasarkan  keputusan
Pengadilan Negeni atau Persetujuan Menteri Kehakiman adalah -

a Mendaftarkan perubahan penambahan nama tersebut dengan catatan pinggir dalam

akta kelahiran ;



Lad
lad

b hdeneaintumkan peruhahan/ penambahan nama deéngan  cataten pingoir dalam
kutipan akta kelahiran vang bersangkwtan |

¢ Dines Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencane tidak dibenarkan
mengeluarkan Rutipan Akia Relahiran bare dari perubahan penambahan niama
teesebun |

d.Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana tidak dibenarkan
merubah nama kecrl'nama keluarga dalam setiap penerbitan Akta Catatan Sipil
tanpa  didasarkan  penctapan  Pengadilan Nepen  atau  persetujuan  Menten
Kehakman,

Bagian Kedua
Pencatatan Penduduk bagi Warga Negara Asing
Pasal 21

Fembenian RKutipan Akt Kelahiran bag Pemegang Certificate of  Tndennry

Hemgkomg dan keturunannya

Cortificare of  fodenditiy Foeghone pads dasarmmva dibenkan oleh Pemerintah

Hongkong khusus bag orang-orang keturunan Cina vang tidak lahir di Hongkong

akan tetaps tingeal di Henghkong sekwrang-kurangnyva 7 (twuh) tzhun berturut-turst

dan vidak memihiki pasport dar suatu negar manapn.

Mereka umumnmva adalab  Imigran dan datlran g dan kewanzanegaraan

merekapun adatah RRC

Cerfificate of Indentitv Honghong diberikan hanva sebapai Surat jalan untuk

bepergian keluar negen bag orang-orang Cina (wargancgara RRC) vang tidak man

menggunakan atau tidak memiliki dokumen perjalanan vang sah.

Berdasarkon hal tersebut dan mengingat bahwa pemegang (Cortificare of Dndenmtitoy

Hemnghong adalah warganegara RREC dan tidak dapat dikatagonikan staselecs

Maka pembenan kutipan akia keizhiran diaur sebagai berikour !

a  Hagr orang-orang Cina pemegang Certificate of Indentity Honghong vang lahir
di Indonesia apabila mgm mendapat kubipan akta kelahiran di Indonesia agar
tetap dianggeap sebapai omang asing /! RRC

b Bam Keturunan dan perkawinan vang sah antara pemegang certificate of
Indentity Hongkong, dengan wanita Warga Negara Indoncsia, apabila anak
tersebut akan dimintakan kutipan akia kelahiran di Indonesia agar tetap dianpuap
mengikutn kewargancgarean avahnva vatu warganegara Asing ' RRC,

PPazal 12

Kutipan Akta Kelahiran bagi Pemobon Pewarganegaraan Republik Indonesia ;

Berdasarkan Surat Edaran Menien Dalam Negen Repubhk Indonesia Nomor

474 11914°PUOD 1angeal 28 Mei 1990, pemberian kutipan akia kelaliran bagi

pemohon pewarganegaraan Republik Indonesia diatur sebagar benkut

. Bapm  Warga Negara  Asing-Cina vang  akan  mengygukan  permohonan
pewarganegaraan Republik Indonesia agar melengkam persvamtannya dengan
akta Kelahiran dan bukan dengan Swrm Keterangan Kenal Lahin Sum
Keterangan Lahir

b Untuk keperluan tersebut. maks pencatalan dan penerbitan Kutipan akia
Kelahiran terlambat bam  Warganegarn  Asing  dilaksanakan oleh Dinas
keependudukan, Catatan Sip1l dan Keluarga Berencana setelah terlebih dahulio
mendapat penetapan Pengadilan Nepen  sebagaimana dimaksod Pasal 52
Reglemen Catatan Sipil golongan Cina-stagishlad 1917 Mo 130 ps Staatshlad
1919 no 81



Pasal 23

Dalam rangka kelengkapan identifikasi kewarganegaraan seseorang terulama Warga

Neparn Asing, mako pengisian Buku Regisier dan penerbitan Kutipan akia Catatan

Sipil Warga Negara Asing diatur sebaga berikut

a. Dalam penmsian Buku Regster dan penerbitan Kuupan akia-akta Camtan Sipil
hag Warga Negara Asing terlebih dahulu agar ditelm dokumen kemmigrasian
dan surat-surat kependudukannva Bila diragukan tentang kebenaran status
kewarganegaraanya agar ditanyakan kepada Kepala Kantor Imigrasi sciempat |

b, Settap Kutipan Akta Catatan Sipil bagt Warga MNegara Asing oleh [hnas
Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana agar membuat dafiar
nama dan alamat vang bersangkutan dan daftar tersebut setiap triwulan dikinm
ke Kantor lmigras vang terdekat,

Sefiap kutipan Akta Catatan Sipil bagi Warga Negara Asing vang telah menjadi

Warga Negara Indonesia drbuatkan juga daftar nama dan alamat vang bersangkutan

dikinm ke Kantor Imigrasi setempat.

Bagian Ketiga
Tata Cara dan Mekanisme pembuatan Akta Catatan Sipil

Pasai 24

Prosedur Pengurusan Pembuatan Akta-akta Catatan Sipil sebaga) berikut ;
2. Pemohon/Pelapor
I. Mengssi formulir  Pendaftaran  vang  tclah  disediakan oleh  Dinas
Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana |
2 Menverabkan ssian formulir tersebut beserta  kelengkapan persvaratan
kepada Petugas Loket Pelayvanan,

b. Petugas Loket Pelavanan
1. Menerima dan menelitt kelengkapan persyvaratan pemohon'palapor;
2 Membuat Surat Penntah Setor (SPS) rangkap 3 untuk pembayaran Retrnbusi
brava pencatatan dan menverahkan 2 lembar kepada pemohon/pelapor untuk
pembavaran ke toketkasir

¢ Pemohon Pelapor
. Menenma SPS rangkap 2 dan Petugas Loket Pelavanan;
2 Membavar hiava Retnibusi ke loket pembayaran kasir sesuai SPS.

d. Petugas Loket Pembavaran®asi
1. Menerima pembavaran Retribusi diserta 3PS dari Pernohon ;
2. Membuat Tanda Bukt Pembavaran |{TPB) rangkap 3 dan menverahkan 2
lembar beserta SPS Ash kepada pemohon untuk resi pengambilan Kutipan
Akta

¢ PemohonPelapor

1. Menerima 2 lembar TPB dan SPS asli dari Petugas Loket pembavaran kasir,
Menvampaikan tembusan THP kepada Petugas Loket Pelayanan |
Membubuhkan tanda tangan pada Register bersama-sama dengan sakse
saksi

Lok |-d

f Kepala Sekst Pengelola Pelayanan
I. Menerima tembusan TBP dan pemohon ;
Mencatat data dalam Register |
Meminta tanda tangan pemohon pelapor dan Saksi-sakst pada Remster |
Mencatat Data tersebut pada buku pendafiaran ( klafer):.
hencata dan membubuhkan nomor peda Register,

ol s fd

L}
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f Membuat dral Kutipan Akta Catatan Sipil;

7 Membubuhkan paraf pada Repister dan Draf Kutipan Akta:

8 Menvamparkan Regmster dan draf Kunpan Akta kepada Kepala Bidang
Catatan Sipil wniuk ditelin

g Repals Brdang Catatan Sipl
1 Menerima Regisier dan draf Kutipan Akta,
2 Meneliti Register dan draf Kunipan Akta;
3 Membubuhkan paraf pada Register dan draf Kutipan Aka;
4. menvampatkan Register dan draf Kutipan Akia kepada Kepala Dipas
kependudukan, Catatan Sipil dan Kelouarga Berencana

h.Kepala Dinas Kependusdukan, Catatan Sipil dan Kelvarga Berencana
. Menerima dan menandatangani Register dan Kutipan Akta |
2. Mengembalikan Register dan Kutipan akta kepada Kepala Bidang Catatan
Sipil

1. Kepala Bidang Catatan Sipil
I. Menmenma Register dan Kutipan Akta vang telah dianda wngami Kepala
dinas;
2 Menverahkan Register dan Kuvipan Akta kepada Seks pengelola untuk
diserahkan kepada vang bersangkutan

1. Kepaln Seksi Pengelola

| Menerima Register beserta Kutipan Akta dard Kepala Bidang Catatan Sipil.
Mencatat dan merawat Register;
Menverahkan Kutipan Akin kepada Pemohon melalul  petugas  loket
pelavanan

Vas b

k. Pemohon Pelapor
| Menenma kutipan Akta:
2 Menandatangam tanda terimaekspedisi

Bagian keempat
Persyaratan Pembuatan Akta Cartatan Sipil
Pasal 25

Persvaraten penerbitan Akta kelahirn
a  Keturungn Eropa
a.l.  Surat Keterangan helahiran dan Desa Kelurahan:
a2  Akta Perkawinan Orang Tua;
a3 Surat Keterangan Kewargenegaraan,
a4 Karto Keluarga,
2.5 KTP vang masih berlaku.
a6 Saksi 2 orang

b, WNA Eropa
b. | Surat Keterangan Kelahiran dar Desa/Kelarahan,
b2 Pasport,
b3 Akta Perkawinan orang tun;
b4 KIMS dan Kantor Imigrasi,
b3 Sakti 2 orang

¢ WHI Kewrunan Cina
¢l Surat Keterangan Kelahiran dan Desa/Kelurahan.
c2 Akta Perkawinan;
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¢ 3 Surat Keterangan Kewarganegaraan,
¢4 Surat Keterangan Ganln Nama;

¢35 Kartu Keluarga,

cfr KTF vang masih berlaku,

£.7 Saksi I orang

WNA Cina

d.1 Surat Keterangan Kelahiran dan DesaKelurahan,

d 2 Akta Perkawinan;

d.2 Surar Tanda Melapor Dirs (STME) vang masih berlaku;
d4 SPETPSKK dan Kantor Imigrasi;

d.5 Kartu Keluarga;

d6 KTP vang masih berlaku:

d7  Saksi 2 {dua) orang. -

[

e, WNI Asli Non Nasrani {Islam, Hindu, Budha dan Konghucu)
e | Surat Keterangan Kelahiran dan Desa/Kelurahan,
22 Surat Mikahdar KUA atau Catatan Sepil;
¢35 Kartu Keluarga:
e.d KTP vang masih berlabu;
e 5 Sakst 2 (dua) grang.

WHI Ash Masram (Knisten  Baworlik)

1 Surat Keterangan kelahiran dan Desa/'Kelurahan;
f2  Akia Perkawinan dan Catatan Sipil,

f.3  Kartu Keluarga:

f4  KTP vang masth berlaku:

F5  Saksi 2 {dua) orang

Pasal 26

Persvaratan penerbitan Akta Perkawinan

a  WNIAsh
a.l Ak Kelahiran;
a2  Surat Keterangan Agama;
a3  Surat Keterangan belum kawin dan DesaKelurahan;
ad KTP.
a5 Kartu Keluarga:
it Pas Photo 4 X 614 lembary,
a.7 Ak Percermizn Jika mempelai dudajanda;
2.8  Akta Kematian suami1sin bila meninggal,
at  Saksi 2 (dua) orang

b WHNI Keturunan
b1 Persyaratan vang tersebut diatas untuk WKL Asls,
b2 Surat Kewarganegiraan Republik Indonesia,
h3  Somat Ganti Nama,
b4 kunipan Akta Kelahiran anak {(jika ada anak vang akan disahkan;
b5  Saksi 2 (dua) orang.

¢ Warga Negars Asing  WHA )
¢l Akia Kelahiran,
©.2  Paspor;
€4 SP.STP atau SKK dart Imigrasy;
cd Surat Tanda Melapor Din dan Kepolisian setempat,
5 Surat Keterangan dan Kedutaan Besar tentang statsus vany bersanpkutan,
c.h KTP,
c? Kartu keluarga:



c.#  Akta Cerat / Kematian bagi yang cerai/meninggal dunia,
c.9  PasPotod X & (4 lembar);

e 10 Surat Keterangan agama;

e 1l Saksi 2 (dea) orang

Pasal 27
Fersvaratan Penerbitan Akta Percermian
a  Keputusan Pengadilan Neger.
b Akt Perkawinan:
¢ Kartu Tanda Penduduk (KTP:
Pasal 28

Persyaratan Fenerbitan Akta Kematian

a Surat Keterangan kematian dan Desa / Kelurahan;

Surat Buktl Kewarganegaraan Republik Indonesia/Ganti Nama (bagn Keturunan),
Dokumen Imigrasi (bagi WNA )

Akta Mikah;

KTF dan KK

L~V =

Pasal 29

Persvaratan Penerbitan Akta Pengakuan Anak
4 Akta kelahiran anak vang akan diakus

b KTP dan KK orang tuanya .

c. Buratl bukt Kewarganegaragn orans tuanya,

Pasal 30

Persvaratan Penerbitan Akta Pengesahan Anak
a  Akta kelahiran anak vang disabkan,

b KTP dan KK orang tuanya:

c. Akta perkawinan orang tuanya

Pasal 31

Persvaratan Penerbatan Akta Penganghatan Anak
a. Surat Keputusan Pengadilan Negeri;

b Akta kelahiran vang akan diamghkat,

¢ KTP orang tua angkat

Pasal 32

Persvaratan Penerbitan Kutipan Akt Kedua
a  Surat Keterangan Kehilangan dan Kepolisian,
b Tanda bukn din i KTP, Pasport)

-5

Pasal 33

Akta Perubahan Nama
a. Surat Keputesan Pengadilan Negeri;
b Akta Kelahiran.
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BAB IV
PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA
Bagman Pertama

honseling dan Persetujuan Tindakan Medis
Pasal 34

i1 Kenscling merupakan aspek vang sangat penting dalam pelayanan KB dan
kesehatan Reproduks
(1) Dengan melakukan konseling berarti petugas melakukan klien dalam memilib dan
memutuskan Konirasepsi vang akan digunakan sesuai dengan priihannya
(31 Sikap petupas dalam melakukan konseling
¢ 1 Memperdakukan klien dengan baik,
.2 lteraks antara petugas dan khien.
¢.2  Memberikan informasi vang bank terhadap klien
4 Menghindan pemberian informasi yang berlebihan
5 Tersedianya metode kontrasepsi vang dingikan klien
6 Membantu khen mengent dan mengingat.
(4) Yang membenkan koseling
a Konsehing KB d lapangan (non kiinik) dilaksanakan oleh Koordinatos
PKBRPLKB, PPKED, Sub PPKBD dan Kader vang sudah mendapat
pelatthan konseling vang standar
b Ronsshing KB di Klinik dilaksanakan oleh petugas medis dan para medis,

Bagian Kedua
Pelavanan Kontrasepsi dan Mutu pelavanan KB
Pasal 35

i 1) Calon akseptor suntikan difavani oleh renaga medis atau para meds batk dv rumah
sakit, puskesmas, puskesmas pembaniu, maupun posvandu

{2) Calon aksepior pil dilavani oleh PKB/PLKB. PPKBD, Sub PPRKBD, PAKBD vang
berada di desa keturahan, setelah mendapat pelavanan klims

13) Standar mute pelavanan keschatan reproduksi mengscu kepada program AKS|
dari Imermnational Conference on Population and Development (ICPD) Kairo,
164G

Bagian Keliga
Persvaratan Pelayvanan KB Yang Bermutu
Pasal 36

Pelavanan KH vang bermuta harus memenuht kriteria sebagai berdkut
= Pelayanan perlu disesuaikan dengan kebutuhan khen.
- Klien harus dilayani secara profiesional dan memenubi standar pelayanan
Kerahasian dan privasi pariu dipenahankan.
- Upayakan klien tidak menunggu terlaly lamg untuk dilavam
- Petugas harus menjelaskan kepada khien tentang kemampuan fasilitas keschatan
dalam melavani berbagai pitihan kontrasepsi,
Petugas harus memberi informasi tentang pilihan kontrasepsi yang tersedia.
- Fasilitas pelavanan harus memenuhi persyaratan vang ditentukan,
Fasilitas pelavanan tersedia pada wakiu yang telah ditentukan dan nvaman bag
hlien
- Rahan dan alat kontraseps: tersedia dalam jumlah vang cukup.
Ferdapat mekanisme vany dinamis dalam rangka membantu penvelesaian masalah
vane mungkin tmbul dalam pelavanan
Ada mekanisme ampan balik vang efektif dan Klien.
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Bagian Keempat
Sistem Pencatatan Dan pelaporan Pelayanan Kontrasepsi
Pasal 37

Mencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi program KB ditujukan
kepada kegiatan dan hasil kegiatan operasional vang meliputi

a, Kepmatan pelayaan kontraseps

b. Hasil kegmatan pelavanan kontraseps:

c. Pencatatan keadaan alat-alat kontraseps:.

Mekanisme pencatatan dan pelaporan kontrasepsi

4. Setiap tahun klimk KB mengisi Kartu Pendaftaran Klinik KB (K/OKBOO).

b.Sctiap peserta KB Baru ataw pindahan dibusat Kartu Status Peserta KB
(RAY/KBAOO) kartu i disimpan di Khinik KB dan digunakan pada wakiu
Kunjungan ulang

¢ Setiap peserta KB Baru atau pindahan dan Klinik KB dibuat Kariu Peserta
KB {K/VKBAOO)

d Setap ada pelayanan KB di Klinik KB, dicatal dalam Register Klink KB
(RAVKEB/OD) pada akhir bulan dijumlahkan untuk laporan bulanan Klinik KB
ke Dinas Kependuduhan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

¢ Setigp penenimaan dan pengeluaran jems alat kontrasepsi dicatat dalam
register alat kontrasepst Khimk KB (RJIVEBD0). Setiap akhir bulan
dijumlahkan untuk dilaperkan ke Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan
Keluarga Berencana

f. Setiap bulan petugas Klink KB membuat laporan Klinik KB (FIVKBOO)
vang datanya diambil dan RUVKB/O, RAVKBOO ke Dinas Kependudukan,
Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

Hagian Kelima
Sistem Rujukan
Pasal 3%

Setiap peserta KB yang mengalami komplikasi, efck samping dan kegagalan
dilakukan pelayanan melalu sistem rujukan secara berjenjang

{1

2

(3)

(4]

BAB YV
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 39

Dengan diberlakukannya Keputusan Bupat: i maka Keputusan Bupati Momor
27 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 11 Tahun
2004 entang Penvelenggaraan Pendafiaran Penduduk, Catatan Sipil dan
Keluarga Berencana dinvatakan tidak berlaku

kartu Keluarpa dan Kartu Tanda Penduduk vang belum beraklir masa
berlakunva tetap dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk menghindari hal-hal yang nidak diinginkan dalam pengurusan akia-akia
catatan sipil hendaknya pemohon/orang tuakuasa, menghadap sendini ke Dinas
Kependudukan, Catatan Sipil dan keluarga berencana tidak melalui perantara

Sevap peserta KB dilavan sesuai dengan pemilthan kontrasepsi dengan
memperhatkan pelavanan standar mutu, '
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Bupati int mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Paraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon,

Ditetapkandi Sumber

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR SERI



BAR VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanpgal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Paraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon,

Ditctapkan di Sumber
Pada Tanpgal 22 Desember 2006

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR SERI



